


 
BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GRESIK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelindungan segenap bangsa dan 
peningkatan kesejahteraan umum, pelindungan 
terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian 
penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

b. bahwa Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari 
Kabupaten Gresik harus mendapatkan pelindungan 
yang optimal melalui peningkatan sumber daya 
manusia secara menyeluruh dan terpadu; 

c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 
dapat memberikan pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 
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1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5216); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengesahan International Convention on The Protection of 
The Rights of All Migrant Workers and Members of their 
Families (Konvensi Internasional Mengenai 
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 
Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6141); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6463); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6678); 

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran 
Indonesia Di Desa Migran Produktif (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241); 

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 729); 

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur 107). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 
dan 

BUPATI GRESIK 
 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 
4. Bupati adalah Bupati Gresik. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang tenaga kerja. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk 
melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja 
Migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, 
selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, 
ekonomi, dan sosial. 

9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja 
Indonesia berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai 
pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di 
instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
tenaga kerja. 

10. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia 
yang berasal dari Daerah yang akan, sedang, atau telah 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 
Republik Indonesia. 

11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau 
orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau 
penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun 
yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.  

12. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran 
Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang 
terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. 
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13. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran 
Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui 
pelaksana penempatan. 

14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 
memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai 
pemberangkatan. 

15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 
memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan 
anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali 
ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja 
produktif. 

16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah 
instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 

17. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan 
yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 
Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama 
bekerja, dan setelah bekerja 

18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian 
yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 

19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA Pekerja Migran 
Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, 
pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja 
Migran Indonesia di Daerah yang terintegrasi dalam pelayanan 
publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi. 

20. Mitra usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk 
badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung 
jawab menempatkan Pekerja Migran pada pemberi kerja. 

21. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum 
pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di 
negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran 
Indonesia. 

22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran 
Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan 
kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan 
selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

23. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya 
disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara 
pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon 
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Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, 
dalam rangka penempatan Pekerja Migran di negara tujuan 
penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

25. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya 
disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan 
terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah 
untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia. 

26. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP 
adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada 
Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke 
luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan 
mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami 
hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan 
dihadapi. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Gresik. 

 
Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan 
landasan pengaturan pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia dan keluarganya dalam keseluruhan kegiatan sebelum 
bekerja dan setelah bekerja. 

 
Pasal 3 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: 
a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai 

warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; 
b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, 

sarana dan prasarana, serta anggaran dalam pelaksanaan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

c. memperkuat kelembagaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia; dan 

d. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja 
Migran Indonesia dan keluarganya. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: 
a. tugas dan tanggung jawab; 
b. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia; 
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c. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia; 

d. pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 
e. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran 

Indonesia; 
f. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; 
g. sistem informasi; 
h. penyelesaian sengketa; 
i. pembinaan dan pengawasan; 
j. partisipasi masyarakat; 
k. kerja sama; dan 
l. pendanaan. 

  
BAB III 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
 

Bagian kesatu 
Umum 
Pasal 5 

Pelindungan Pekerja Migran menjadi tanggung jawab : 
a. Pemerintah Daerah; 
b. P3MI; dan 
c. Pemerintah Desa/Kelurahan. 
 

Bagian Kedua 
Pemerintah Daerah 

Pasal 6 
Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab: 
a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia 

kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa; 
b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia; 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon 

Pekerja Migran Indonesia; 
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga 

pendidikan dan LPK; 
e. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya; 
f. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran 

Indonesia melalui pelatihan vokasi; 
g. mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia sebelum bekerja, dan setelah bekerja; 

h. melakukan rehabilitasi dan pemulihan psikologis kepada Pekerja 
Migran Indonesia; 

i. membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia; 
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j. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada 
Pemerintah Provinsi; dan 

k. mengurus kepulangan pekerja dalam hal terjadi peperangan, 
bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran 
Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya. 

 
Bagian Ketiga 

P3MI 
Pasal 7 

(1) P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi: 
a. mencari informasi lowongan pekerjaan; 
b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan 
c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang 

ditempatkannya. 
(2) Dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, P3MI wajib: 
a. melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada 

Dinas; 
b. melaporkan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan 

diberangkatkan dan dipulangkan kepada Dinas; 
c. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran 

Indonesia; 
d. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah 

memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum 
bekerja; 

e. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran 
Indonesia yang ditempatkan; 

f. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang 
ditempatkan; 

g. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan 
yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara 
tertentu yang tidak dinyatakan tertutup; 

i. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya 
Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal 
dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya 
dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja 
Migran Indonesia; dan 

j. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran 
Indonesia dalam OPP. 

 
Bagian Keempat 

Pemerintah Desa/Kelurahan 
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Pasal 8 
(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia bertugas: 
a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan 

dari Dinas; 
b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja 

Migran Indonesia; 
c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi 

kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; 
d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan 

Pekerja Migran Indonesia;  
e. melakukan pendataan setiap Pekerja Migran Indonesia yang 

pulang ke Desa termasuk Pekerja Migran Indonesia yang 
bermasalah, dan menyampaikan hasil pendataan kepada 
Dinas melalui Camat yang dapat diakses oleh publik; dan 

f. melakukan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran, Pekerja 
Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan 
anggota keluarganya. 

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan 
informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan secara daring atau luring dengan bekerja 
sama dengan Dinas. 

(3) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf b, dilakukan 
terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap 
sesuai dengan data kependudukan dan dilaporkan kepada Dinas. 

(4) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan 
Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan 
keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kerja 
sama dengan Dinas dan dilaporkan secara berkala. 

(6) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada 
Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan 
anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan 
program. 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
 

Pasal 9 
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(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran 
Indonesia mempunyai hak meliputi: 
a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan 

sesuai dengan kompetensinya; 
b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui 

pendidikan dan pelatihan kerja; 
c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata 

cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; 
d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta 

perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan 
setelah bekerja; 

e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang 
dianut; 

f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di 
negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua 
negara dan/atau perjanjian kerja; 

g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan 
yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di 
negara tujuan penempatan; 

h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja; 

i. memperoleh akses berkomunikasi; 
j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; 
k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
tujuan penempatan; 

l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan 
kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; 

m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja 
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan 

n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.  
(2) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak 

meliputi: 
a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan 

kepulangan Pekerja Migran Indonesia; 
b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang 

meninggal di luar negeri; 
c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon 

Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; 
dan 

d. memperoleh akses berkomunikasi.  
(3) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia mempunyai kewajiban meliputi: 
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a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri 
maupun di negara tujuan penempatan; 

b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di 
negara tujuan penempatan; 

c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 
perjanjian kerja; dan 

d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja 
Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan penempatan. 

(4) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia berkewajiban 
menyampaikan informasi yang benar meliputi: 
a. informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau 

perubahan biodata kependudukan/ dokumen kependudukan 
meliputi nama, umur/ tanggal lahir, dan jenis kelamin;  

b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan 
terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/ 
keterampilan; dan 

c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan 
dasar bagi surat keterangan kesehatan.  

(5) Selain melaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia 
diharuskan mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga 
yang ditinggalkan. 

 
BAB V 

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 10 
Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan bagi Pekerja Migran 
Indonesia yang meliputi:  
a. pelindungan Sebelum Bekerja; dan 
b. pelindungan Setelah Bekerja. 

 
Bagian Kedua 

Pelindungan Sebelum Bekerja 
 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 11 
(1) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf a meliputi: 
a. pelindungan administratif; dan 
b. pelindungan teknis. 
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(2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a paling sedikit meliputi : 
a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan 
b. penetapan kondisi dan syarat kerja. 

(3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
paling sedikit meliputi : 
a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; 
b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui 

pendidikan dan pelatihan kerja; 
c. jaminan sosial ketenagakerjaan; 
d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; 
e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; 
f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA 

Pekerja Migran Indonesia; dan 
g. pembinaan dan pengawasan. 

 
Pasal 12 

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pemberian informasi; 
b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia; 
c. pendaftaran; 
d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; 
e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; 
f. pelaksanaan OPP. 
 

Paragraf 2 
Pemberian Informasi 

Pasal 13 
(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

a, meliputi informasi mengenai: 
a. pasar kerja; 
b. tata cara penempatan; dan 
c. kondisi kerja di luar negeri. 

(2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan 
jabatan. 

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran 
Indonesia. 

(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan. 

(5) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pemberian informasi dapat dilakukan melalui 
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pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan dan BP2MI. 

 
Paragraf 3 

Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia 
Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelatihan Calon 
Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan dalam 
peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diselenggarakan 
melalui: 
a. Standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem 

pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan; 

b. Revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah; 

c. Pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada 
anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran 
pendapatan Daerah; dan 

d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak 
bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan 
pelatihan. 

(2) Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPK Pemerintah 
Daerah. 

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh LPK 
Pemerintah Daerah dan LPK swasta yang terakreditasi. 

(4) Pemerintah Daerah menanggung biaya penyelenggaraan yang 
dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan oleh LPK 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja 
Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 15 

(1) LPK Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh 
kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan 
kebutuhan pada negara tujuan penempatan. 

(2) LPK Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjamin 
ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia yang 
berkualitas, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul 
pelatihan. 
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(3) LPK Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyediakan 
dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia 
melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf f melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan 
lembaga pelatihan yang terakreditasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan oleh LPK Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

 
Paragraf 4 

Pendaftaran 
Pasal 16 

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, 
dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja 
Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan. 

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga; 
b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 

dengan melampirkan fotokopi buku nikah; 
c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin 

wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; 
d. sertifikat kompetensi kerja; 
e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan dan psikologi;  
f. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
g. visa kerja; 
h. perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 
i. perjanjian kerja. 

 
Paragraf 5 

Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia 
Pasal 17 

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa 
seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan 
penempatan. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI 
bersama dengan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja. 

(3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas 
Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
melakukan: 
a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia; 
b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia; 
c. penjelasan isi perjanjian penempatan. 
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(4) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra 
Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon 
Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada 
LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas. 

(5) Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi 
diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja 
Migran Indonesia. 

 
Pasal 18 

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus 
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dapat 
diberikan rekomendasi paspor dari Dinas untuk kepengurusan 
penerbitan paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Paragraf 6 

Penandatanganan Perjanjian Penempatan 
Pasal 19 

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi harus 
menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh Dinas. 

(2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 
a. Nama P3MI; 
b. Nama Penanggung jawab, jabatan, alamat P3MI; 
c. Nama tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran 

Indonesia; 
d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi: 
a. Calon Pekerja Migran Indonesia; 
b. P3MI; dan 
c. Dinas. 

 
Paragraf 7 

Pelaksanaan OPP 
Pasal 20 

(1) Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f harus 
melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon 
Pekerja Migran Indonesia. 

(2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: 
a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; 
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b. materi Perjanjian Kerja; dan 
c. materi lain yang dianggap perlu. 

(3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani pada saat OPP.  

(4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit meliputi: 
a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja; 
b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata 

cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas 
dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi; 

f. jangka waktu Perjanjian Ke{a; dan 
g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia 

selama bekerja. 
(5) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di 

LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas. 
 

Pasal 21 
(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus selesai paling 

lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia 
berangkat ke luar negeri. 

(2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang 
diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas. 

(3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali 
di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat 
keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP 
dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan 
Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia. 

 
Bagian Ketiga 

Pelindungan Setelah Bekerja 
Pasal 22 

(1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui: 
a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; 
b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum 

terpenuhi; 
c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan 

meninggal dunia; 
d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; 
e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; 
f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian 

masalah Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan. 
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(2) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan BP2MI dan 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 23 

(1) Kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat terjadi apabila: 
a. berakhirnya perjanjian kerja; 
b. cuti; 
c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja 

berakhir; 
d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi; 
e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya; 
f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara 

tujuan penempatan; 
g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan; 
h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau 
i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran 

Indonesia. 
(2) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi kewajiban P3MI. 
(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemulangan Pekerja 

Migran Indonesia nonprosedural sampai daerah asal melalui 
Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mengalami kecelakaan kerja 
dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan 
pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI 
berkewajiban: 
a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit 

yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi 
kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh 
empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit 
tersebut; 

b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja 
dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan 
pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat 
Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja 
Migran Indonesia yang bersangkutan; 

c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan 
cara yang layak serta menanggung semua biaya yang 
diperlukan; dan 

d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Migran 
Indonesia. 
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(5) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, 
dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan 
huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, 
Badan, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulangan Pekerja 
Migran Indonesia sampai ketempat tinggal Pekerja Migran 
Indonesia. 

(6) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara 
tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
P3MI berkewajiban: 
a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia 

kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh 
empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; 

b. mencari informasi tentang sebab kematian dan 
memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik 
Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang 
bersangkutan; 

c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ketempat asal 
dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang 
diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata 
cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; 

d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja 
Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
di negara yang bersangkutan; 

e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja 
Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan 

f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia 
yang seharusnya diterima. 

(7) P3MI/Kantor Cabang P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6). 

(8) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif. 

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. rekomendasi penghentian sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha; atau 
c. rekomendasi pencabutan izin. 

 
BAB VI 

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 
 
 



19 

Pasal 24 
(1) Dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah 

Daerah membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia. 
(2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi; 
b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran 

Indonesia; 
c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran 

Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah 
terkait; dan 

d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran 
Indonesia. 

(3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan 
keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh 
aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan 
kewenangan masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan LTSA 
Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VII 

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA 
MIGRAN INDONESIA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 25 

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum, sosial, dan 
ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku bagi: 
a. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana 

penempatan; dan 
b. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan 
c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 

 
Bagian Kedua 

Pelindungan Hukum 
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Pasal 26 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan hukum bagi Pekerja 

Migran Indonesia dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja. 
(2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan hukum. 
(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja 
Migran Indonesia dan Keluarganya. 

(4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta 
hukum dan kebiasaan internasional. 

 
Pasal 27 

(1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja 
Migran Indonesia, Pemerintah Daerah melakukan desiminasi 
informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat 
mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi 
ketentuan: 
a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi 

tenaga kerja asing; 
b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara 

tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; 
dan/atau 

c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang 
melindungi pekerja asing. 

(2) Pelaksanaan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem 
informasi elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas. 

(3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan keberangkatan 
Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Bagian Ketiga 

Pelindungan Sosial 
Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja 
Migran Indonesia melalui: 
a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui 

standarisasi kompetensi kerja; 
b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi; 
c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau 

instruktur yang berkompeten dalam bidangnya; 
d. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak Pekerja 

Migran Indonesia dan/atau keluarga Pekerja Migran Indonesia;  
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e. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 
negara tujuan penempatan; dan 

f. penyediaan jaminan dan/atau bantuan pendidikan terhadap 
anak Pekerja Migran Indonesia di Daerah. 

(2) Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara 
tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. 

Bagian Keempat 
Pelindungan Ekonomi 

Pasal 29 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Pekerja 

Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui: 
a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan 

atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara 
tujuan penempatan; 

b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan 
keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; 

c. edukasi kewirausahaan; dan 
d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi Keluarga 

Pekerja Migran Indonesia. 
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan ekonomi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama 
dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, 
masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN 
  

Pasal 30 
(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di 

negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan: 
a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; 
b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan 
c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap 

sektor. 
(2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja 
Migran Indonesia. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia 
Perseorangan yang meliputi: 
a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan 

hukum; 
b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum; 
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c. fotokopi Perjanjian kerja; 
d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; 
e. fotokopi Visa Kerja; dan 
f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko 

ketenagakerjaan yang dialami. 
(4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dilakukan secara terintegrasi melalui LTSA Pekerja Migran 
Indonesia dan tidak dipungut biaya. 

(5) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pendaftaran Pekerja Migran 
Indonesia Perseorangan kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia. 

 
BAB IX 

SISTEM INFORMASI 
 

Pasal 31 
(1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada 

masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat 
membangun sistem informasi berbasis elektronik. 

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi 
dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh 
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

Keluarganya; 
b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi 

lingkungan kerja, dan kondisi kerja; 
c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk 

Jaminan Sosial; 
d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan 

tahapan migrasi aman; 
e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan 

orang, sindikat narkotika, bahaya radikalisasi, dan gangguan 
kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta 
kesehatan jiwa; 

g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan; 
h. perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; 
i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru; 
j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara 

yang dilarang; 
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k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan 
di luar negeri; 

l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia; 
m. standar gaji; 
n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia 

purna beserta keluarganya; dan 
o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui 

pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia 
Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah. 

 
BAB X 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 32 
(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia 

dengan P3MI mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka 
kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai 
dengan cara musyawarah. 

(2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak 
tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta 
bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas. 

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat 
mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 33 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LTSA Pekerja 

Migran Indonesia. 
(2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. 
 

Pasal 34 
Pembinaan terhadap LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui: 
a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan 
c. pemantauan dan evaluasi kinerja. 

Pasal 35 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat. 

 
BAB XII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 36 
(1) Partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendukung peningkatan 

pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia. 
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui: 
a. pemberian informasi dan pendampingan terkait penyelesaian 

permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; 

b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja 
Migran Indonesia; 

c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran 
Indonesia dan Keluarganya; dan 

d. pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penempatan 
dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB XIII 

KERJA SAMA 
Pasal 37 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha, dunia industri, 
masyarakat, dan/atau Instansi lain dalam rangka Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa: 
a. pelindungan sebelum dan setelah bekerja; 
b. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi; 

(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

 
BAB XIV 

PENDANAAN 
 

Pasal 38 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari: 
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a. APBD; dan 
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XV 

LARANGAN 
 

Pasal 39 
(1) Dalam perekrutan P3MI dilarang menerima dan menempatkan 

Calon Pekerja Migran Indonesia yang: 
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;  
b. tidak memiliki surat keterangan sehat dan surat keterangan 

tidak sedang hamil bagi perempuan; dan/atau 
c. tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. 

(2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon 
Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. 

(3) P3MI dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak 
sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam 
perjanjian kerja.  

(4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Selain dikenai sanksi pidana, P3MI yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 
dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. rekomendasi penghentian sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha; atau  
c. rekomendasi pencabutan izin.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 40 
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan Daerah ini. 



26 

 
Pasal 41 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Gresik. 
 

Ditetapkan di Gresik 
pada tanggal  

 
BUPATI GRESIK, 
 

  
 

FANDI AKHMAD YANI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN …. NOMOR ….. 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR … 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 
NOMOR ... TAHUN 2023 

TENTANG 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 
I. UMUM 

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan umum. Dalam pembangunan nasional tersebut, tenaga 
kerja berkontribusi besar sebagai pelaku dan sasaran pembangunan 
ekonomi berkelanjutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, 
negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pekerjaan. Hak atas 
pekerjaan dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu juga bermakna 
bahwa Pemerintah wajib mengupayakan pelindungan pekerja 
seluruhnya, begitu juga pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri merupakan 
salah satu alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan 
kemiskinan dan pengangguran. Tingginya arus migrasi Pekerja Migran 
Indonesia diakibatkan oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan 
pekerjaan, sehingga bekerja di luar negeri dianggap sebagai alternatif 
bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang 
layak. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri 
semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke 
luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang 
bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu 
mengatasi sebagian masalah penggangguran di dalam negeri namun 
mempunyai pula sisi negatif berupa kerentanan terhadap perlakuan 
yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia. 

Upaya peningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga 
menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk pemerintah Daerah 
untuk membenahi keseluruhan sistem migrasi bagi pekerja yang 
mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa. 
Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada 
peningkatan sumber daya manusia dan penjaminan kesejahteraan. 
Peningkatkan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang 
meliputi pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan 
keluarganya serta pelindungan terhadap pemenuhan semua yang 
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terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud 
pelindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum. 

Salah satu bentuk pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia 
adalah melalui instrumen hukum yang termanifestasikan dalam 
penyusunan regulasi yang melindungi Pekerja Migran Indonesia. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi 
Pekerja Migran Kabupaten Gresik, khususnya dalam tahap sebelum 
bekerja dan setelah bekerja disusunlah Peraturan Daerah tentang 
Pelindungan Pekerja Migran. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar kewenangan 
kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan terhadap 
Pekerja Migran Indonesia diperlukan dukungan regulasi di Daerah. 
Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disusun untuk merumuskan 
sistem migrasi yang berorientasi pada Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas 
Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Cukup jelas 
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Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud “wawancara kepada Calon Pekerja Migran 
Indonesia” merupakan wawancara yang dilaksanakan oleh 
pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk 
mengetahui bakat, minat dan wawasan Calon Pekerja 
Migran Indonesia di Negara penempatan, serta 
kamampuan membaca, menulis dan berhitung. 

Huruf c 
Yang dimaksud “penjelasan isi perjanjian penempatan” 
merupakan penjelasan isi perjanjian penempatan 
mengenai hak dan kewajiban kepada Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “materi lain” sekurang kurangnya 
meliputi materi wawasan kebangsaan, anti radikalisme 
dan anti terorisme.  

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Indonesia 
Nonprosedural” adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja 
ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan 
prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 
Cukup jelas 

Ayat (9) 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 
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Huruf a 
Yang dimaksud “remitansi” adalah layanan jasa 
pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari 
Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara menyepakati bahwa persoalan perlindungan

pekerja migran sudah seharusnya menjadi fokus pengembangan

kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja migran

secara umum diakui oleh konstitusi di banyak negara di dunia dalam

rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa konstitusi

negara secara khusus mengakui hak-hak pekerja migran, sementara

yang lain menjamin hak yang sama untuk semua pekerja, termasuk

pekerja migran. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

Tahun 1945) termasuk konstitusi yang memberikan perlindungan

hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia, termasuk

hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjunjung tinggi prinsip

kesetaraan dimana tiap warga negara memiliki hak yang sama untuk

dibela dan diperlakukan yang sama dimata hukum dalam mencari

keadilan. Oleh karenanya secara konstitusional perlindungan pekerja

migran sejatinya juga menjadi upaya dalam pemajuan dan penegakan

HAM. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour

Organisation/ILO) juga telah menempatkan perlindungan pekerja migran

sebagai isu krusial khususnya di wilayah Asia Tenggara. Sebagai

seseorang atau sekelompok orang yang telah bermigrasi dari satu negara

ke negara lain, untuk melakukan pekerjaan kepada orang lain di wilayah

atau negara tersebut
1
, pekerja migran telah melewati batas yurisdiksi

negara asalnya yang kemudian menjadi sangat rentan akan pelanggaran

HAM dan bermasalah dengan hukum negara tempat ia bekerja.

1 ILO, Perlindungan dan Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia, online:
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publica
tion/wcms_122318.pdf> diakses pada 3 Maret 2023, h.4.

1

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf


Melihat kerentanan ini, maka keberadaan buruh migran di suatu

negara harus disertai dengan perlindungan khusus dari negara asalnya.

Hal ini dikarenakan buruh migran sering menghadapi situasi kerja yang

tidak stabil, eksploitasi, dan diskriminasi di tempat kerja
2
. Mereka dapat

menghadapi upah rendah, jam kerja yang panjang, lingkungan kerja

yang tidak sehat, serta kurangnya hak-hak pekerja yang dijamin oleh

undang-undang.

Selain itu, buruh migran juga dapat menghadapi kesulitan dalam

hal akses ke layanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan

bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya di daerah asal. Kondisi

tersebut dapat memperburuk pemenuhan hak atas kesehatan dan

pendidikan bagi keluarga dan anak-anak mereka.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa

Timur yang memiliki banyak buruh migran, terutama dalam sektor

industri dan konstruksi. Banyak buruh migran datang ke Kabupaten

Gresik untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan konstruksi yang

terkenal di daerah tersebut. Di sisi lain, banyak pula buruh migran asal

Gresik yang mencari pekerjaan di luar negeri. Tingginya pekerja migran

asal Kabupaten Gresik yang bekerja diluar negeri dipengaruhi oleh

tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di

Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik di tahun 2022

mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mencapai kurang lebih

12,42% atau sebanyak 153.600 jiwa dari sekitar 1.280.000 warga Gresik

yang masih hidup dalam kemiskinan
3
. Selain itu, angka pengangguran

di Kabupaten Gresik juga kian meningkat. Sejak tahun 2019-2021,

3 Khanif Rosidin, “Hanya Seribu Pekerja Migran Indonesia asal Gresik yang Legal, Sisanya Ilegal”,
November, 2022, Artikel, online: <https://infogresik.id/seribu-pekerja-migran-indonesia/>

2 ILO mencatat bahwa sebagian besar pekerja migran yang mengalami diskriminasi, eksploitasi dan
kekerasan adalah perempuan. Kecenderungan terjadinya kekerasan dan eksploitasi kian meningkat
seiring dengan meningkatkan pekerja migran perempuan atau TKW yang bekerja diluar negeri.
Kebanyakan perempuan migran ini bekerja di bagian dasar dalam hirarki pekerjaan sehingga mereka
sangat rentan. ILO, Ibid, h. 5.
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tercatat pengangguran terbuka di Gresik masing-masing meraih

prosentase sebesar 5,54% (2019)- 8,21% (2020) - 8,00% (2021)
4
.

Berbagai persoalan nyata kini dihadapi oleh Kabupaten Gresik

berkaitan dengan keberadaan pekerja migran atau yang sering disebut

sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pertama, terkait dengan legalitas

PMI. Banyak dari masyarakat Gresik yang bekerja ke luar negeri tanpa

prosedur yang tepat dan dokumen yang legal. Dengan demkian banyak

yang menjadi PMI Ilegal karena keberangkatannya tidak tercatat di

BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
5
. Dinas

Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik juga mencatat bahwa saat ini hanya

1000 PMI asal gresik yang legal dan tercatat secara sah di BP2MI, dan

sisanya yang dapat mencapai 30 kali lipat adalam PMI ilegal
6
. Jumlah

data PMI yang legal asal Gresik di pusat bahkan tidak terdeteksi oleh

BP2MI karena lebih banyak PMI yang ilegal di Gresik.

Kedua, adalah perlindungan PMI dari jerat kasus hukum. Dinas

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik mendokumentasikan

sedikitnya 8 kasus PMI asal Gresik di sepanjang tahun 2021 yang

tersandung persoalan hukum di luar negeri. Adapun persoalan hukum

yang dialami para PMI tersebut adalah kasus perkelahian, pencurian

hingga persoalan legalitas dan keabsahan dokumen bekerja
7
.

Terbatasnya akses perlindungan hukum yang memadai mengakibatkan

PMI seringkali menjadi rentan terhadap penindasan di proses peradilan.

Oleh karenanya pelatihan kerja tidak cukup dengan pembekalan skill

khusus, namun juga pengetahuan hukum yang memadai bagi para PMI.

Ketiga, permasalahan tidak hanya datang dari PMI yang telah

bekerja di luar negeri, namun juga seringkali dialami oleh anggota

keluarga PMI, terutama anak-anak dari PMI yang ditinggalkan di wilayah

7 Radar Gresik, “Sepanjang 2021, Delapan PMI asal Gresik Tersangkut Kasus Hukum”, Artikel, Januari,
2022, online: <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-
asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum/>

6 Ibid.
5 Khanif Rosidin, Loc.Cit.
4 BPS, Kabupaten Gresik dalam Angka 2022, (Gresik: BPS, 2021), h.xlv.

3

https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum/
https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum/
https://infogresik.id/author/khanif/


Kabupaten Gresik. Anak seringkali mendapat dampak yang cukup besar

dari ketiadaan sosok orang tua disekitarnya. Anak-anak PMI yang

ditinggalkan untuk bekerja di luar negeri seringkali mengalami

perundungan, diskriminasi, terganggunnya akses pendidikan, hingga

banyak mengalami penyimpangan perilaku. Beberapa penelitian

sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Perilaku sosial yang

menyimpang pada anak buruh migran dapat terjadi karena adanya

perubahan hubungan antara anak dengan orang tua akibat dari

pekerjaan orang tua yang memilih untuk menjadi buruh migran di luar

negeri
8
. Anak-anak buruh migran seringkali harus tinggal bersama

keluarga lain, seperti kakek-nenek atau kerabat, atau bahkan tinggal

sendiri di rumah, sehingga mereka merasa kesepian dan tidak diakui.

Tekanan dan frustrasi yang dirasakan oleh anak-anak buruh

migran dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku sosial,

seperti kenakalan remaja, penggunaan narkoba, kekerasan, dan

tindakan kriminal lainnya. Anak-anak yang merasa terisolasi dan

kesepian juga dapat mengalami depresi, kecemasan, dan masalah

kesehatan mental lainnya. Oleh sebab itu, konteks perlindungan PMI

yang komprehensif tidak hanya menyentuh perlindungan diri PMI, akan

tetapi juga mencakup perlindungan anak-anak PMI yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

Selain ketiga masalah tersebut, PMI juga seringkali mengeluh

terhadap beberapa hal. Diantaranya banyak PMI di Gresik bekerja di

sektor industri dan konstruksi yang memiliki risiko tinggi terhadap

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Upah atau gaji rendah juga

sering dialami PMI Gresik seringkali mendapatkan upah yang rendah

dan tidak sesuai dengan standar upah yang berlaku, sehingga mereka

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai keluarga di

8 Titik Ifatul Lailiyah, Penyimpangan Perilaku Sosial Anak Buruh Migran (Studi pada Masyarakat Desa
Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), Tesis, (Malang: UMM, 2014). Lihat abstrak di laman:
<https://eprints.umm.ac.id/26350/ >
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kampung halaman. Selanjutnya jam kerja yang panjang: juga seringkali

menjadi keluhan karena menyebabkan kelelahan dan risiko kesehatan

yang tinggi. Serta tidak lupa berbagai bentuk perlakuan yang mengarah

pada pelecehan, kekerasan baik fisik maupun psikis, serta diskriminasi

juga sering dialami oleh para PMI tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari kabupaten di Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini masih mengakar pada

peraturan daerah di level provinsi dan pusat sebagai basis perlindungan

PMI. Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia yang baru disahkan pada bulan April tahun 2022 silam. Perda

yang merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, menandai komitmen

kuat dari provinsi jawa timur untuk memberi perlindungan maksimal

terhadap PMI yang berasal dari wilayahnya. Karena di Jawa Timur

sendiri, pada tahun 2021 terdapat 28.810 PMI yang diberangkatkan ke

luar negeri
9
, dan jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Perda ini menjadi pemantik bagi kabupaten-kabupaten di Jawa

Timur untuk membentuk aturan yang lebih terperinci dan spesifik guna

merespon masalah PMI di wilayahnya. Karena beberapa hal seperti

bentuk perlindungan terhadap anak PMI, dan pemenuhan hak

pendidikan anak-anak PMI, juga belum diatur dalam perda level provinsi

tersebut. Selain itu, perlu pendekatan sensitivitas gender dalam

menyusun produk hukum daerah yang didalamnya akan banyak

melibatkan materi tentang pencegahan eksploitasi, dan kekerasan

seksual khususnya bagi perempuan. Karena sebagian besar PMI yang

bekerja di luar negeri adalah perempuan, dan sebagian besar PMI yang

mengalami kekerasan seksual adalah perempuan.

9 BP2MI, Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021, (Jakarta: Pusat Data Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, 2022), h.11.
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Secara institusional, dukungan mengenai perlindungan PMI di

Kabupaten Gresik masih sangat kurang. Pertama, di dalam SOTK-nya,

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik menempatkan urusan PMI

jadi satu dengan urusan perluasan kesempatan kerja, yakni tepatnya di

seksi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan

Kerja. Kedua, Kabupaten Gresik juga belum memiliki peraturan dan

kebijakan khusus tentang perlindungan PMI asal Gresik. Sehingga

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Kabupaten Gresik

menjadi sangat urgent untuk segera disusun dalam rangka upaya

meningkatkan keamanan dan kesejahteraan PMI yang berasal dari

Kabupaten Gresik.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan seputar pelindungan PMI di Kabupaten Gresik

yang akan menjadi fokus pengaturan perda ini adalah:

1. Masalah PMI Perseorangan di Kabupaten Gresik

2. Masalah Pendataan PMI di Kabupaten Gresik

3. Masalah Pelindungan PMI yang berasal dari Gresik dan

pelindungan terhadap keluarganya

4. Masalah dalam menangani kasus overcharging PMI dan

penyalahgunaan wewenang lainnya oleh perusahaan penempatan

5. Masalah dalam pengawasan serta pendanaan terhadap

pelaksanaan pelindungan PMI asal Kabupaten Gresik dari mulai

sebelum penempatan, hingga pemulangan PMI ke keluarganya

C. Metode penelitian

Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian Yuridis- Empirik.

Yakni metode yang menggabungkan antara studi pustaka dan studi

lapangan terkait permasalahan PMI di Kabupaten Gresik. Terdapat 2

data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh dari studi

lapangan melalui FGD dengan Perangkat Daerah dan Public Hearing ke

masyarakat Gresik, dan Data Sekunder yang diperoleh dari studi
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pustaka berupa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pelindungan PMI dan beberapa literatur-literatur hukum dan

non hukum yang mendukung pengaturan pelindungan PMI. Penelitian

ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif, yakni penelitian yang

akan menghasilkan sebuah produk hukum berupa naskah akademik

dan draft rancangan peraturan daerah sebagai upaya untuk menjawab

segala permasalahan aktual seputar pelindungan PMI di Kabupaten

Gresik melalui mekanisme legislasi daerah.

D. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dibuatnya Naskah Akademik ini antara lain:

1. Sebagai bentuk Pelindungan dan Kepastian Hukum

Naskah akademik perda pelindungan pekerja migran bertujuan

untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti bagi

pekerja migran. Perda ini menetapkan hak-hak dan kewajiban

pekerja migran serta aturan yang mengatur perlindungan mereka,

sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang

terlibat.

2. Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Perda pelindungan pekerja migran bertujuan untuk mencegah

penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pekerja migran. Dalam

perda ini, dapat diatur ketentuan-ketentuan yang melarang

praktik-praktik penyalahgunaan, seperti overcharging,

penganiayaan, pemerasan, dan perdagangan manusia.

3. Meningkatkan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya

Naskah akademik perda pelindungan pekerja migran bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan

keluarganya. Perda ini dapat mengatur upah yang adil, jaminan

sosial, akses ke layanan kesehatan, kondisi kerja yang aman dan

sehat, serta hak-hak lain yang menjamin kesejahteraan pekerja

migran.

4. Pengaturan Penempatan dan Reintegrasi
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Perda pelindungan pekerja migran dapat mengatur proses

penempatan pekerja migran secara transparan, adil, dan terkelola

dengan baik. Selain itu, perda ini juga dapat mengatur upaya

reintegrasi pekerja migran ke dalam masyarakat setelah kembali ke

Kabupaten Gresik.

5. Penegakan Hukum dan Sanksi

Naskah akademik perda pelindungan pekerja migran dapat

mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak-hak

pekerja migran. Dengan adanya perda ini, penegakan hukum

terhadap pelanggaran terhadap pekerja migran dapat dilakukan

secara efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku.

6. Harmonisasi dengan Peraturan Nasional dan Internasional

Perda pelindungan pekerja migran bertujuan untuk mendukung

implementasi peraturan nasional dan komitmen internasional terkait

pekerja migran. Perda ini dapat mengharmonisasikan aturan-aturan

lokal dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan

internasional.

Dengan adanya naskah akademik perda pelindungan pekerja

migran, diharapkan tercipta perlindungan yang efektif dan terjamin bagi

pekerja migran, serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab

semua pihak terkait dalam melindungi hak-hak pekerja migran.
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BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIK

1. Pekerja Migran (Migrant Workers)

Pekerja migran adalah pekerja yang bekerja di luar negeri untuk

mencari nafkah dan memperbaiki taraf hidup mereka atau keluarga

mereka di negara asal. Pekerja migran biasanya bekerja di sektor-sektor

tertentu seperti perkebunan, konstruksi, pelayanan rumah tangga, dan

perikanan. Satu hal utama yang membedakan antara pekerja migran

dengan pekerja/ tenaga kerja pada umumnya adalah adanya proses

migrasi dalam memperoleh pekerjaan. Migrasi sendiri menurut Lee

(1966) adalah perubahan tempat tinggal yang permanen ataupun semi

permanen dan tidak ada batasan mengenai jarak yang ditempuh,

apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukan secara sukarela atau

terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar negara atau

masih dalam satu negara
10
.

Dengan demikian, ILO mendefinisikan pekerja migran sebagai: “an

individuals who move from one country or region to another in order to

work, or a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged

in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national”
11
.

Pada perspektif global, pekerja migran dapat dikategorikan sebagai

pekerja reguler (tetap) dan pekerja irreguler (tidak tetap). Pekerja migran

reguler memiliki izin resmi untuk bekerja di negara tempat mereka

bekerja, sementara pekerja migran tidak resmi dimungkinkan telah

memasuki negara tersebut tanpa dokumen yang memadai atau visa

mereka telah melebihi masa berlakunya
12
.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU PMI) tidak

mengakomodir istilah Pekerja Migran yang reguler atau irreguler. Dalam

12 Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri,” Jurnal
Rechtsvinding, Vol.1, No.1, (2012), p.160.

11 ILO, Loc.Cit.
10 Lee, Everet.S. 1966. A Theory of Migration. Demography.3 (No.1), pp 47-57
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UU PMI, hanya dikenal istilah Pekerja Migran Indoensia (PMI) yang

didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau

telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah

Republik Indonesia
13
. Namun, pengaturan progresif terlihat pada

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang

mengakomodir istilah PMI perseorangan
14
dan PMI nonprosedural

15
. Jika

melihat konteksnya, PMI nonprosedural mengacu pada istilah PMI

irregular yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana

dipersyaratkan oleh undang-undang.

Dua istilah baru ini diakomodir oleh Perda Jatim ini karena

pelindungan dan penyelesaian kasus PMI Perseorangan dan PMI

Nonprosedural selama ini belum menemukan titik terang. Kembali lagi,

bahwa UU PMI juga tidak mengatur terkait PMI perseorangan dan PMI

nonprosedural. Padahal, jumlah PMI nonprosedural cenderung lebih

besar daripada PMI resmi. Dalam catatan Sr.Laurentina sekitar 5 tahun

terakhir, ia telah menerima 650 peti mati di bandara El Tari, Kupang,

NTT dimana mereka semua adalah pekerja migran. Artinya, di setiap

tahunnya setidaknya ada 130 PMI yang meninggal dunia. Dari semua

jumlah PMI yang meninggal tersebut sebagian besar adalah PMI

nonprosedural, sehingga tak jarang banyak jenazah yang tidak terurus

karena tidak ada yang keluarga yang mengetahui dan menjemput

jenazah-jenazah PMI tersebut
16
.

16 Dominggus Elcid Li, “Renungan Indonesia: Makna Intelijen Negara”, Artikel, online:
<https://www.floreseditorial.com/news/3977893453/renungan-indonesia-makna-intelijen-negara>

15 Menurut Pasal 1 angka 13 Perda Provinsi Jawa TImur Nomor 2 Tahun 2022, Pekerja Migran Indonesia
Nonprosedural adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi
persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

14 Menurut Pasal 1 angka 12 Perda Provinsi Jawa TImur Nomor 2 Tahun 2022, Pekerja Migran Indonesia
Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana
penempatan.

13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
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Di sisi lain ada juga istilah PMI formal dan non-formal yang

membedakannya dari segi jenis pekerjaannya. Perbedaan sektor formal

dan non-formal sebagai jenis pekerjaan PMI di luar negeri nyatanya juga

menjadi masalah tersendiri. Sektor formal yang dikenal sebagai

lapangan pekerjaan yang resmi dan memiliki tingkat pengupahan yang

stabil serta menjanjikan pekerjaan layak cenderung memiliki kuota yang

sempit untuk dimasuki angkatan kerja. Selain itu kualifikasi tenaga

kerja untuk memasuki sektor tersebut cukup ketat seperti jenjang

pendidikan menengah keatas, keahlian yang dimiliki dan pengalaman

kerja. Sedangkan tenaga kerja Indonesia sebagian besar merupakan

tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menegah kebawah dan tidak

memiliki pengalaman kerja. Maka lahirlah sektor informal dengan

kelebihannya yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan yaitu tingkat

permodalan yang rendah, tenaga kerja bebas keluar masuk, tidak perlu

skill yang memadai untuk masuk di dalamnya
17
.

Selain itu, menurut penelusuran empiris, kini mengemuka istilah

PMI Kultural yang dihasilkan dari proses migrasi kultural. PMI yang

bermigrasi secara kultural adalah istilah yang populer bagi mereka yang

bermigrasi secara swadaya dengan kemauan, keinginan, dan biaya

sendiri ke suatu wilayah yang terdapat banyak komunitas/ populasi dari

daerah asal PMI tersebut
18
. Praktik migrasi kultural ini banyak tercatat

dilakukan oleh beberapa imigran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di

Malaysia sejak masa kolonialisme, hingga kemudian Malaysia dikenal

sebagai ‘rumah kedua’ bagi mereka
19
.

Tak hanya warga NTT, warga Gresik lebih tepatnya masyarakat

Bawean juga menjadi gambaran masifnya migrasi kultural ke negeri

19 Raja Eben Lumbanrau, “Migrasi tradisional NTT ke 'rumah kedua' Malaysia, sejarah 'tangis dan tawa'
selama puluhan tahun”, Artikel, online: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057506>

18 Wahyu Susilo, “Budaya Migrasi dan Budaya Migran”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional
Sansekerta, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 11 Mei 2016.

17 Lustina Fajar Prastiwi, “Analsis Pekerja Migran dan Non-Migran Perkotaan Pada Sektor Formal dan
Sektor Informal di Indonesia”, Artikel, online:
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2479>
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tetangga Malaysia. Masyarakat Bawean adalah kelompok etnis yang

mendiami Pulau Bawean di Jawa Timur yang secara administratif

masuk kedalam pemerintahan Kabupaten Gresik. Namun secara

kultural, masyarakat Bawean berasal dari Madura
20
yang bermigrasi ke

salah satu pulau di Gresik tersebut dengan membawa serta budaya,

bahasa, dan tradisi mereka ke wilayah tersebut. Sejarah masyarakat

Bawean sangat lekat dengan sejarah masuknya agama Isalam ke Gresik

karena proses akulturasi budaya. Namun yang lebih mendominasi dari

cerita masyarakat Bawean adalah sejarah migrasi mereka ke wilayah

Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura.

Masyarakat Singapura dan Malaysia lebih mengenal dengan

sebutan Boyan daripada Bawean dan dalam pandangan mereka Boyan.

Kata ini merujuk pada pengucapan kolonial Eropa yang menyebut

Bawean menjadi Boyan yang berarti sopir dan tukang kebun (kepbhun

dalam bahasa Bawean), karena profesi sebagian masyarakat asal

Bawean adalah bekerja di kebun atau sebagai sopir
21
. Di Singapura

suku Bawean menjadi salah satu komunitas yang penting yang sudah

ada sejak abad ke-19. Sepertihalnya di Singapura, sebelum tahun 1940

orang Bawean juga telah datang ke Semenanjung Malaya menaiki kapal

barang dan pengangkut penumpang dari Singapura dan Pulau Bawean.

Setelah Perang Dunia Kedua, orang Bawean di Singapura telah

berpindah ke tempat-tempat lain terutama di wilayah Semenanjung

Malaya
22
. Sejak saat itu orang-orang bawean mulai menetap di wilayah

semenanjung Malaya hingga dapat secara bebeas bermigrasi dan

menetap ke Malaysia karena pada waktu itu belum terdapat perjanjian

mengenai pengirim PMI antara Indonesia dengan Malaysia atau

Singapura.

22 Ibid.

21 Republika, “Boyan, Panggilan Suku Bawean di Singapura dan Malaysia”, Artikel, online:
<https://boyanesia.republika.co.id/posts/203933/boyan-panggilan-suku-bawean-di-singapura-dan-mal
aysia>

20 Vredenbregt, Jacob; Lapian, A.B. Bawean dan Islam / Jacob Vredenbregt, penerjemah, A.B. Lapian. (Jakarta:
INIS, 1990) 14-15.
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Migrasi masyarakat Bawean ke Malaysia telah membawa

perubahan signifikan dalam penyesuaian identitas kultural mereka.

Salah satu dampak yang terlihat adalah perubahan identitas dari

Bawean menjadi Boyan. Istilah "Boyan" digunakan untuk

mengidentifikasi masyarakat Bawean yang tinggal di Malaysia dan telah

mengalami pengaruh budaya dan lingkungan yang berbeda. Selain

perubahan identitas, migrasi juga telah mengakibatkan perubahan

dalam pranata sosial masyarakat Bawean. Contohnya adalah pergeseran

dari etos kerja pertanian menjadi etos buruh di mancanegara
23
.

Pekerja migran Bawean di Malaysia cenderung terlibat dalam

sektor pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan pertanian yang lebih

umum di Pulau Bawean. Hal ini dapat mengubah cara mereka

memandang dan memahami kerja serta nilai-nilai yang terkait dengan

pekerjaan. Perubahan lain yang terjadi meliputi pertahanan kekerabatan

dengan menggunakan anak perempuan sebagai sistem jangkar
24
. Dalam

beberapa kasus, anak perempuan dalam keluarga Bawean dapat

dijodohkan atau menikah dengan warga Malaysia untuk memperkuat

ikatan keluarga dan keterkaitan antara masyarakat Bawean dan

masyarakat lokal di Malaysia.

2. Skema Penempatan PMI

Skema penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat

bervariasi tergantung pada negara tujuan, jenis pekerjaan, dan

perusahaan penempatan yang terlibat. Namun, secara umum, ada

beberapa skema penempatan yang umum digunakan dalam penempatan

PMI. Beberapa skema menurut UU PMI ini diorientasikan kepada skema

penempatan multi channeling agar PMI memiliki banyak pilihan dalam

penempatannya. Beberapa pilihan ini ada yang bersifat kerjasama

24 Ibid.

23 Drajat Tri Kartono, “Migrasi Tenaga Kerja Mancanegara: Sebuah Kasus Dengan Pendekatan Sosiologi
Ekonomi”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VI No. 1 Tahun 2004, h. 81.
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antara pemerintah dengan pemerintah (G2G/ Government to

Government), perjanjian pemerintah dengan swasta (G2P/ Government to

Privat) atau antar Swasta (P2P/ Privat to Privat)
25
.

Pertama, skema G2G melibatkan kerjasama antara pemerintah

negara asal (biasanya negara asal pekerja migran) dan pemerintah

negara tujuan (biasanya negara yang membutuhkan tenaga kerja).

Dalam skema ini, kedua pemerintah bekerja sama untuk mengatur

proses penempatan pekerja migran dengan berbagai aspek yang meliputi

rekrutmen, perlindungan, hukum, dan regulasi terkait. G2G bertujuan

untuk memastikan bahwa penempatan pekerja migran dilakukan secara

teratur dan dalam kerangka yang diatur dengan baik. Skema

Penempatan G2G ini dilakukan Melalui Kerjasama Bilateral. Dalam

skema ini, negara tujuan dan Indonesia bekerja sama dalam mengatur

penempatan PMI, termasuk perlindungan, pengaturan kontrak kerja,

dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Kedua, skema G2P PMI melibatkan kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat sipil, terutama organisasi non-pemerintah (NGO) dan

organisasi masyarakat lainnya. Dalam skema ini, pemerintah bekerja

sama dengan masyarakat sipil untuk memberikan dukungan,

perlindungan, dan pelayanan kepada pekerja migran. G2P bertujuan

untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan akses ke

informasi, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan dukungan

sosial yang dibutuhkan selama proses penempatan dan setelah

kepulangan mereka. Skema G2P yang dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia berupa program penempatan PMI melalui Badan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Program ini memiliki proses seleksi

dan perekrutan yang ketat, serta memberikan perlindungan dan

dukungan kepada PMI selama masa penempatan mereka di luar negeri.

25 Antara News, “Migrant Care: Beragam skema penempatan buat PMI punya banyak pilihan”, Artikel,
Online: <https://www.antaranews.com/berita/2978641/migrant-care-beragam-skema-penempatan-
buat-pmi-punya-banyak-pilihan>
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Terakhir, skema P2P adalah bentuk kerjasama langsung antara

entitas swasta atau individu dalam konteks penempatan pekerja migran.

Dalam skema ini, perusahaan atau individu swasta yang terlibat dalam

bisnis penempatan pekerja migran berperan dalam merekrut, mengirim,

dan menempatkan pekerja migran ke negara tujuan. Dalam skema P2P,

perusahaan penempatan pekerja migran swasta atau agen penempatan

pekerja migran berperan sebagai penghubung antara calon pekerja

migran dengan perusahaan di negara tujuan yang membutuhkan tenaga

kerja. Perusahaan penempatan pekerja migran dapat memberikan

berbagai layanan kepada calon pekerja migran, termasuk pengumpulan

dokumen, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan pengaturan

perjalanan ke negara tujuan. Skema P2P ini di Indonesia dilaksanakan

oleh P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. P3MI

bertindak sebagai penghubung antara calon pekerja migran dengan

perusahaan atau majikan di negara tujuan yang membutuhkan tenaga

kerja. Mereka melakukan proses seleksi, pemenuhan persyaratan, dan

persiapan keberangkatan bagi pekerja migran, seperti administrasi, visa,

tiket pesawat, dan pelatihan. Dalam skema ini P3MI juga wajib

mematuhi ketentuan mengenai biaya penempatan yang ditetapkan oleh

pemerintah. Mereka tidak boleh membebankan biaya penempatan yang

berlebihan kepada pekerja migran, serta harus memberikan informasi

yang jelas dan transparan mengenai biaya-biaya yang terkait dengan

proses penempatan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan

wewenang oleh P3MI, pemerintah memiliki wewenang untuk

memberikan sanksi yang sesuai, termasuk pencabutan izin operasional,

denda, atau tindakan hukum lainnya.

Selain ketiga skema tersebut, terdapat 1 skema penempatan lain

yang saat ini populer yakni dengan melakukan perjanjian/ kontrak

langsung dengan perusahaan di luar negeri. Skema ini juga dikenal

sebagai skema penempatan mandiri. Dalam skema penempatan mandiri,

PMI secara mandiri mencari informasi tentang peluang pekerjaan di

15



negara tujuan, menghubungi pihak majikan atau agen di negara

tersebut, dan mengurus proses administrasi seperti visa dan dokumen

perjalanan. Mereka juga harus mengatur perjalanan dan akomodasi

sendiri. Dalam skema ini proses pencarian informasi, proses negosiasi/

kontrak dengan pihak majikan atau agen, administrasi dan perizinan

serta keberangkatan dan akomodasi diatur sendiri oleh PMI.

Skema tersebut dewasa ini justru dianggap skema yang lebih

aman dan murah jika dibandingkan skema penempatan melalui P3MI

yang seringkali membawa konsekuensi biaya yang tinggi pada PMI

meskipun sudah diatur batas maksimal biaya penempatan oleh

pemerintah.

3. Hak-Hak Khusus Pekerja Migran

Hak-hak khusus pekerja migran telah diakui oleh beberapa

perjanjian internasional dan konvensi internasional, termasuk Konvensi

Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran

dan Keluarga Mereka
26
. Beberapa hak khusus bagi pekerja migran

antara lain
27
:

a. hak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan sehat: Pekerja

migran harus diberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan

tidak boleh ditempatkan dalam situasi yang membahayakan

kesehatan dan keselamatan mereka;

b. Hak untuk upah yang setara dengan pekerja lokal: Pekerja migran

harus diberikan upah yang setara dengan pekerja lokal yang bekerja

pada pekerjaan yang sama atau setara;

27 Ibid.

26 The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, atau
Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya adalah perjanjian
internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1990. Konvensi tersebut menguraikan
kerangka kerja hak yang komprehensif bagi pekerja migran dan keluarganya, baik yang pekerja migran
yang berdokumen (reguler/prosedural) maupun yang tidak berdokumen (irreguler/ nonprosedural).
Selengkapnya dalam: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/
International- convention-protection-rights-all-migrant-workers>
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c. Hak untuk jaminan sosial: Pekerja migran harus diberikan

perlindungan jaminan sosial yang sama seperti pekerja lokal,

termasuk akses ke asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja,

dan program pensiun;

d. Hak untuk liburan: Pekerja migran harus diberikan waktu liburan

yang sama seperti pekerja lokal;

e. Hak untuk hak-hak asasi manusia: Pekerja migran harus diberikan

hak yang sama seperti pekerja lokal dalam hal hak asasi manusia,

termasuk hak atas kebebasan berbicara, berorganisasi, dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial;

f. Hak untuk perlindungan hukum: Pekerja migran harus diberikan

perlindungan hukum yang sama seperti pekerja lokal dan tidak boleh

didiskriminasi dalam hal penegakan hukum;

g. Hak untuk reunifikasi keluarga: Pekerja migran harus diberikan hak

untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka; dan

h. Hak untuk perlindungan dari eksploitasi: Pekerja migran harus

dilindungi dari eksploitasi dan pelecehan, termasuk hak untuk tidak

diperlakukan secara diskriminatif atau dengan cara yang

merendahkan martabat mereka.

Pekerja migran membutuhkan hak khusus karena mereka

seringkali berada dalam situasi yang rentan dan terdiskriminasi,

terutama ketika mereka berada di negara asing dan tidak memiliki akses

yang sama dengan pekerja lokal, seperti akses pelayanan publik, akses

bantuan hukum, diskriminasi upah, jenis pekerjaan, dan ketiadaan

jaminan sosial khususnya bagi PMI nonprosedural. Seluruh hak ini

bagaimanapun adalah tanggung jawab negara PMI berasal untuk

mewujudkannya melalui berbagai peraturan, kebijakan dan tindakan

advokasi nyata.

4. Konsep “Perlindungan” dan “Pelindungan” Bagi PMI
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Baik ‘perlindungan’ maupun ‘pelindungan’, keduanya merupakan

kata yang akrab dalam penyusunan berbagai peraturan dan kebijakan

yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak

warga negara. Namun, meski serupa keduanya memiliki makna berbeda.

Kedua istilah ini sama-sama memiliki kata dasar “lindung” dengan

imbuhan yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Online, ‘perlindungan’ (per- lin- dung- an n) merupakan tempat

berlindung, atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Sedangkan ‘pelindungan’ (pe- lin- dung- an n) adalah proses, cara, dan

perbuatan melindungi
28
.

Dengan demikian, apabila dalam sebuah kalimat konteksnya

sebagai ’tempat berlindung’, kata yang digunakan adalah perlindungan.

Sedangkan pelindungan dalam konteks terminologi undang-undang

bermakna sebagai upaya negara untuk melindungi sesuatu
29
. Istilah

‘pelindungan’ populer setelah lahirnya UU Pelindungan Data Pribadi

pada 2022 lalu. Pada beberapa Undang-Undang yang lahir sebelum

tahun 2000-an, istilah yang lebih banyak digunakan adalah

‘perlindungan’.

Dalam konteks PMI, UU PMI telah mengakomodir istilah

‘pelindungan’ (UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia) berikut berbagai aturan turunannya. Konsekuensi

dari penggunaan istilah ‘pelindungan’ ini adalah pemerintahlah yang

harus aktif melindungi dan melaksanakan segala cara dan proses untuk

melindungi PMI yang bekerja di Luar Negeri. Oleh karenanya dalam

pembentukan aturan baik di tingkat pusat, hingga daerah khususnya

perda tentang PMI, maka juga harus mengakomodir istilah ‘pelindungan’

sebagai judulnya agar tercapai sebuah harmonisasi dengan UU PMI dan

peraturan pelaksananya di tingkat pusat.

29 Kompas, “Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?”, Artikel, Online: <https://www.kompas.
id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan>

28 https://kbbi.web.id/perlindungan
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5. Legalitas Pelindungan Hukum Pekerja Migran

Legalitas selama ini menjadi masalah krusial dalam

pemberangkatan PMI dan upaya pelindungannya oleh negara. Sebab

tanpa legalitas (PMI nonprosedural/ Irregular) hak-hak khususnya tidak

dapat dipenuhi oleh pemerintah. Legalitas pekerja migran dapat

dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah

negara tempat mereka bekerja. Dokumen tersebut dapat berupa visa

kerja, surat izin tinggal, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa

mereka memiliki izin untuk bekerja secara legal di negara tersebut.

Selain itu, pekerja migran juga dapat memiliki dokumen lain yang

menunjukkan legalitas mereka, seperti kontrak kerja yang

ditandatangani dengan majikan mereka atau surat keterangan dari

lembaga yang mengatur tenaga kerja di negara tempat mereka bekerja.

Adanya dokumen-dokumen tersebut sangat penting karena dapat

melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh

majikan mereka, serta memberikan perlindungan hukum yang

diperlukan jika terjadi pelanggaran hak-hak mereka.

Di UU PMI, dikenal 2 dokumen penting sebagai bukti legalitas

PMI, yakni SIP2MI dan SIP3MI. SIP2MI (Surat lzin Perekrutan Pekerja

Migran Indonesia) adalah lzin yar.g diberikan oleh kepala Badan kepada

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan

untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia
30
. Sedangkan

SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)

adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha

berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia
31
. Kedua izin ini lebih ditekankan pada

perusahaan penyedia dan penyalur PMI. Sedangkan kelengkapan dan

31 Pasal 1 angka 16 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
30 Pasal 1 angka 17 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
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keabsahan dokumen perizinan dan penempatan PMI menjadi tanggung

jawab pemerintah.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa memiliki dokumen

legalitas saja tidak cukup untuk menjamin bahwa pekerja migran akan

diperlakukan dengan adil dan diakui sebagai bagian dari angkatan kerja

yang sah. Mereka juga membutuhkan perlindungan hukum dan akses

yang sama ke layanan publik, serta perlindungan dari diskriminasi dan

perlakuan yang tidak adil. Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu

PMI asal Gresik bernama Nur Hayati, PMI asal Pulau Bawean yang

sempat ditahan oleh kepolisian Malaysia selama 6 bulan karena tidak

memiliki dokumen yang sah selama bekerja di Malaysia. Padahal dirinya

sudah 20 tahun bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga.

Selanjutnya ia dideportasi ke Indonesia setelah ia mengalami sakit

Diabetes (luka di punggung bawah), penyakit paru-paru dan depresi

ringan
32
.

Selain itu, permasalahan utama ketiadaan legalitas PMI di luar

negeri tidak semata karena ketidaktahuan akan legalitas, atau

keengganan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh UU PMI.

Beberapa diantara PMI irregular tidak mendapatkan dokumen resminya

karena ditipu hingga akhirnya tendampar di negara tetangga, atau

beberapa lainnya merupakan korban perdagangan manusia (human

trafficking) yang keduanya tidak hanya menjadi ranah kewenangan dari

pemerintah daerah, kementerian ketenagakerjaan, dan kementerian luar

negeri saja, namun juga perlu peran dari aparat penegak hukum seperti

kepolisian bahkan Badan Intelligent Negara (BIN) untuk melacak

kasus-kasus human traficking PMI di luar negeri.

B. PRAKTEK EMPIRIS

1. Pekerja Migran di Kabupaten Gresik

32 Jawa Pos, “ Ditahan Enam Bulan di Malaysia, PMI Asal Gresik Akhirnya Pulang”, Artikel, Online:
<https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-
gresik-akhirnya-pulang/>
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Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa

Timur yang dikenal sebagai kota industri. Banyaknya industri di

Kabupaten Gresik pada kenyataannya belum mampu memenuhi

kebutuhan akan pekerjaan bagi 1.332.664
33
warga Gresik. Dari total

warga Gresik yang berada di angkatan kerja (720.872), sebanyak 56.501

warga berstatus sebagai pengangguran terbuka
34
. Masih besarnya angka

pengangguran ini kerapkali menyebabkan jumlah pekerja migran

semakin bertambah dari tahun ke tahun. Karena ketersediaan lapangan

pekerjaan sudah tidak dapat mengejar tingginya populasi penduduk dan

kebutuhan kerja.

Di skala nasional, jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri

melalui jalur resmi tercatat meningkat empat kali lipat hanya dalam

kurun waktu 2 tahun (2021-2023), dari jumlah PMI sebanyak 5.955 jiwa

pada 2021, kini mencapai 24.050
35
. Jumlah ini merupakan keseluruhan

PMI yang melalui penempatan resmi melalui B2PMI atau P2MI. Belum

termasuk jumlah PMI yang berangkat mandiri ataupun PMI non formal.

Dari angka ini, PMI yang berasal dari Jawa Timur menempati urutan

kedua PMI terbanyak setelah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan

jumlah total 4.959 jiwa
36
.

Di Kabupaten Gresik, jumlah PMI yang berangkat secara

prosedural tidak sebanyak wilayah lain di Jawa Timur, namun

kecenderungannya meningkat drastiks setiap tahun. Berdasarkan data

yang dihimpun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, Jumlah PMI

yang melalui penempatan formal di tahun 2021 sebanyak 3 orang yang

secara keseluruhan berasal dari Kecamatan Kebomas. Di tahun 2022

jumlah PMI meningkat sebanyak 10 orang dari Kecamatan Bungah,

36 Ibid., 24,

35 BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI, 2023, Online:
<https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-02-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Januari_20
23_merged.pdf> 18.

34 Ibid., 61.

33 Proyeksi penduduk interim 2020-2023 Kabupaten Gresik. BPS Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik
Dalam Angka 2023 (Gresik: BPS, 2022), 55.
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Cerme, Duduksampeyan, Sangkapura (Pulau Bawean), dan

Wringinanom. Sedangkan di Tahun 2023, jumlah PMI yang

diberangkatkan meningkat menjadi 38 orang yang mayoritas berasal

dari Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. Secara

keseluruhan, proporsi PMI laki-laki yang berasal Kabupaten Gresik lebih

besar daripada perempuan, khususnya pada tahun 2023. Untuk lebih

jelasnya, data PMI Kabupaten Gresik pada tiga tahun terakhir dapat

dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1. Jumlah PMI Kabupaten Gresik 2021-2023

Menurut Jenis Kelamin

(Sumber: Data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 2023)

Jumlah PMI pada tabel diatas belum merambah pada PMI ilegal

atau PMI nonprosedural yang berangkat ke negara tujuan tanpa melalui

penempatan oleh P3MI dan BP2MI. Oleh karenanya salah satu kesulitan

dari Dinas Ketenagakerjaan adalah mendata jumlah PMI non-prosedural

yang telah berangkat ke luar negeri. Bahkan di level nasional, PMI

non-prosedural jumlahnya masih banyak, yakni tercatat sekitar 1.800

orang di tahun 2023. Semakin banyaknya PMI non-prosedural ini
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membuat angka human trafficking juga meningkat 7 kali lipat di Tahun

2023
37
.

Problem pendataan dan pelindungan PMI non-prosedural ini

perlu diatur dan dikuatkan dalam perda karena basis pemberian

pelindungan PMI adalah data resmi yang menjadi tanggung jawab dari

pemerintah daerah dengan bekerja sama seluruh unsur, terutama

pemerintah desa.

2. Kasus-Kasus Pekerja Migran Asal Gresik

a). Kasus Overcharging

Isu mengenai biaya penempatan yang dibebankan pada pekerja

migran hingga kini masih menjadi polemik. Meskipun pemerintah telah

menetapkan batas pembiayaan penempatan PMI dan mengupayakan

bantuan pihak ketiga melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR)
38
,

namun masih banyak penyalahgunaan wewenang yang terjadi terhadap

pengenaan biaya bagi pekerja migran yang akan berangkat ke luar

negeri, salah satunya adalah overcharging.

Overcharging atau biaya penempatan berlebih adalah praktik

penipuan yang sering dialami oleh perempuan pekerja migran oleh

perusahaan penempatan PMI. Praktik ini terjadi ketika perusahaan

penempatan membebankan biaya yang tidak wajar atau melebihi batas

yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh, perusahaan penempatan dapat membebankan biaya

pendaftaran, pelatihan, visa, tiket pesawat, akomodasi, dan biaya

lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan atau

pemerintah. Hal ini membuat perempuan pekerja migran menjadi

terbebani secara finansial, bahkan terjebak dalam hutang dan sulit

untuk membayar kembali.

38 Ranti Roezalia Sekti & Evi Kongres, “Kekosongan Hukum dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Hukum Magnus Opum, Vol.5, No. 1, 2022, pp.83-96, p.85.

37 https://www.antaranews.com/berita/3522618/kemenlu-sebut-kasus-tppo-di-ri-meningkat-drastis
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Overcharging juga seringkali terjadi bersamaan dengan pemalsuan

dokumen dan informasi palsu terkait pekerjaan dan gaji yang akan

diterima oleh pekerja migran. Praktik ini merugikan para pekerja

migran, terutama perempuan, dan dapat mengakibatkan mereka

menjadi korban penipuan dan eksploitasi oleh perusahaan penempatan.

Oleh karenanya pengawasan dari pemerintah dan pemerintah daerah

sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan penempatan PMI

tidak mengenakan biaya tambahan yang sangat besar pada para calon

PMI.

Pengaturan tentang pelindungan pembiayaan PMI telah diatur

oleh Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biayan Penempatan Pekerja

Migran Indonesia. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Pasal

30 ayat (2) UU PMI yang menyatakan dengan tegas bahwa Pekerja

Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan
39
. Selain itu,

PMI dan keluarganya juga tidak diperbolehkan untuk dibebankan

pinjaman yang dipaksakan secara sepihak oleh siapapun yang berakibat

pada pemotongan penghasilan. Untuk 10 sektor pekerjaan
40
, seluruh

biaya yang timbul dari kegiatan penempatan PMI ditanggung oleh

pemberi kerja di negara tujuan penempatan PMI. Sedangkan khusus

untuk biaya pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi kerja ditanggung

oleh pemerintah daerah. Padahal PMI yang dilindungi dalam UU No.

18/2017 tidak terbatas pada sepuluh (10) jenis jabatan tersebut.

Sedangkan sektor-sektor lain seperti jasa konstruksi, pariwisata hotel

dan perkantoran, industri elektronika, industri otomotif, industri jasa

40 10 jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pengasuh bayi, pengurus rumah tangga, pengasuh
lansia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/
perkebunan, dan awak kapal perikanan.

39 Biaya penempatan yang dimaksud disini meliputi tiket keberangkatan dan kepulangan, visa kerja,
legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, jasa perusahaan, penggantian paspor,
surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksanaan kesehatan baik di dalam
maupun di luar negeri, transportasi lokal dan akomodasi (Pasal 3 ayat (2) Peraturan BP2MI No. 9 Tahun
2020).
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pengelasan, industri teknologi informatika, industri minyak dan gas

bumi, industri tekstil, industri pakaian jadi/garmen, jasa pelayanan

transportasi angkutan, sosial budaya dan hiburan, jasa pendidikan, jasa

perdagangan umum/perdagangan retail, dan jasa keamanan/sekuriti,

tidak termasuk sektor pekerjaan yang dikenai pada pembebasan biaya.

Faktanya, kasus overcharging PMI masih menghantui banyak PMI

khususnya perempuan pekerja migran yang bekerja diluar negeri. Salah

satu kasus overcharging terbaru dialami seorang ex-PRT (Pekerja Rumah

Tangga) di Hong Kong yang dikenai biaya penempatan sebesar Rp 29,4

juta dengan cara dipotong gaji selama 3 bulan
41
. Padahal jika merujuk

pada Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020, PRT masih dikategorikan

sebagai jenis pekerjaan yang tidak boleh dikenai biaya penempatan. Di

awal tahun 2023 hingga saat ini, pengaduan tentang adanya praktik

overcharging masih mendominasi pengaduan PMI yang tercatat d BP2MI.

Sebanyak 56 kasus overcharging yang tercatat hingga Januari 2023
42

menjadi raport buruk bagi perusahaan penempatan PMI yang artinya

berbagai aturan mengenai biaya maksimum penempatan belum

terlaksana dengan baik. Khususnya, Jawa Timur menduduki peringkat

kedua pengaduan terbanyak PMI setelah Jawa Barat sebesar 42

pengaduan mulai dari kasus overcharging, PMI gagal berangkat, PMI

yang ingin dipulangkan, penipuan peluang kerja dan PMI yang sakit
43
.

b). Kasus Kekerasan dan Human Trafficking

Beberapa dampak dari adanya PMI ilegal atau nonprosedural, dan

overcharging adalah tingkat kekerasan PMI yang tinggi hingga praktik

human trafficking atau perdagangan orang. Human trafficking atau

perdagangan manusia adalah tindakan ilegal memperdagangkan

43 Ibid., 43-45

42 BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI, 2023, Online: <https://bp2mi.go.id/uploads/
statistik/images/data_20-02-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Januari_2023_merged.pdf> 46

41 Serikat Buruh Migran Indonesia, “SBMI Adukan Kasus Overcharging BMI Hong Kong ke BP2MI”,
Artikel, Online: <https://sbmi.or.id/sbmi-adukan-kasus-overcharging-bmi-hong-kong-ke-bp2mi/>
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manusia melalui pemaksaan, penipuan, pengancaman, atau eksploitasi

lainnya, baik di dalam maupun lintas negara, untuk tujuan eksploitasi

seksual, pekerjaan paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. United Nation

Office on Drug and Crime (UNODC) mendefinisikan human trafficking

sebagai
44
:

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of

people through force, fraud or deception, with the aim of exploiting

them for profit (perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

penampungan atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan

atau tipu daya, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk

mendapatkan keuntungan)”.

Human trafficking bagi PMI bisa menjadi akibat dari berbagai

faktor. Antara lain perusahaan penempatan PMI yang tidak bertanggung

jawab dapat memanfaatkan kerentanan PMI untuk memperoleh

keuntungan. Mereka dapat memalsukan dokumen dan mengirimkan

PMI ke luar negeri tanpa memberikan perlindungan yang memadai atau

memberlakukan kontrak kerja yang tidak adil, sehingga PMI menjadi

korban trafficking
45
.

Berdasarkan data dari International Organization for Migration

(IOM) dan Non Governmental Organization (NGO) anti trafficking,

diperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta PMI menjadi korban

perdagangan manusia atau human trafficking. Berdasarkan hasil

identifikasi tersebut, 90% dari 3.840 korban trafficking adalah

perempuan dan sebanyak 56%-nya dieksploitasi sebagai pekerja rumah

tangga
46
. Meski prosentasenya pengaduan kasus human trafficking

terbilang kecil menurut data PB2MI, namun justru perdagangan orang

46 Ranti Roezalia Sekti & Evi Kongres, “Kekosongan Hukum dalam Penentuan Pembiayaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal HukumMagnus Opum, Vol.5, No. 1, 2022, pp.83-96,
92

45 Ismah Rustam, et.al. “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal
Nusa Tenggara Barat”, Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 1 ( 2022), pp. 102-127, p.107.

44 UNODC, “Human Trafficking”, Artikel, Online: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-
Trafficking/Human-Trafficking.html>
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menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit untuk dilaporkan

terutama oleh PMI nonprosedural atau PMI ilegal.

Banyak PMI yang menjadi korban perdagangan manusia karena

mereka tidak memiliki akses yang cukup ke informasi tentang kondisi

kerja dan perlindungan di negara tujuan, serta karena mereka rentan

terhadap penipuan dan pemerasan oleh agen dan perekrut yang tidak

bertanggung jawab. Pada beberapa kasus, pekerja migran Indonesia

dijanjikan pekerjaan yang baik dan bayaran yang layak, tetapi kemudian

mereka dijual ke majikan yang memperkerjakan mereka dalam kondisi

yang tidak manusiawi dan eksploitatif, seperti kerja paksa atau

prostitusi.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat upaya untuk

mencegah perdagangan manusia dan melindungi pekerja migran

Indonesia dari risiko tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memberikan

akses yang lebih baik ke informasi tentang hak-hak pekerja migran,

meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap agen dan perekrut,

serta memberikan pelatihan dan dukungan yang lebih baik kepada

pekerja migran sebelum dan selama mereka bekerja di luar negeri.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kerja sama internasional

untuk mencegah perdagangan manusia dan memberikan perlindungan

kepada korban.

3. Tantangan dalam Perlindungan PMI di Kabupaten Gresik

a). Gresik Sebagai Tempat Transit PMI di Jawa Timur

Masalah pelindungan PMI di Gresik nampaknya tidak akan selesai

dengan skema pelindungan terhadap calon pekerja migran yang berasal

dari Gresik, atau PMI asal Gresik yang telah berangkat untuk bekerja di

luar negeri. Pelindungan ini juga diperlukan bagi PMI yang menjadikan

Gresik sebagai tempat transit sebelum berangkat, baik mereka yang

berangkat secara legal/ prosedural, maupun mereka yang berangkat

secara ilegal/ non prosedural.
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Pada tahun 2022, sebanyak 17 warga Jawa Timur yang berangkat

sebagai PMI ilegal dipulangkan, dimana 11 diantaranya adalah warga

Gresik. Mereka semua berasal dari Kabupaten Gresik, Bojonegoro dan

Lamongan
47
. Selain itu pada Tahun 2021, sebanyak 7 calon PMI asal

Madiun, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan

Jawa Tengah juga tercatat transit di Gresik, tepatnya di Desa Tumapel,

Kecamatan Duduksampeyan, sebelum mereka berangkat ke Hongkong

dan Singapura sebagai PMI. Namun permasalahannya, ketujuh calon

PMI tersebut tidak memiliki dokumen penempatan yang legal
48
.

Kasus-kasus ini menandakan bahwa Gresik masih menjadi

tempat yang cukup aman untuk transit bagi PMI Ilegal sebelum

diberangkatkan ke luar negeri. Hal ini dikhawatirkan akan banyak

sindikat penyelundupan PMI Ilegal di Kabupaten Gresik. Padahal saat

ini pemerintah pusat mentargetkan pengurangan besar-besaran jumlah

PMI Ilegal atau non prosedural dari seluruh daerah. Terkait peran

daerah sebagai tempat transit PMI, sejatinya pemerintah melalui BP2MI

telah menerbitkan peraturan khusus yakni Peraturan Kepala BP2MI No.

3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja

Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.

Dalam peraturan ini, PMI yang bermasalah antara lain karena

gagal berangkat karena hasil pencegahan pemberangkatan atau

penipuan; PMI yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan pekerjaannya lagi; PMI yang mengalami masalah

ketika pulang cuti atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; d.

mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja

berakhir; terjadi peperangan, bencana alam, dan/atau wabah penyakit

di negara tujuan penempatan; mengalami deportasi; mengalami

48 Miftahul Faiz, “Transit di Gresik, 7 PMI Ilegal Terbongkar Hendak Berangkat ke Hongkong dan
Singapura”, Online: <https://klikjatim.com/transit-di-gresik-7-pmi-ilegal-terbongkar-hendak-berangkat-
ke-hongkong-dan-singapura/>

47 Lukman Hakim, “Ilegal, 17 PMI Tujuan Australia asal Jatim Dipulangkan”, Artikel, Online:
<https://jatim.inews.id/berita/ilegal-17-pmi-tujuan-australia-asal-jatim-dipulangkan>
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gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis; atau meninggal

dunia, dapat diberikan layanan berupa pemberian informasi, pelayanan

pendataan dan pengaduan serta pelayanan penanganan dan

pemulangan PMI Bermasalah. Namun syarat utama dari pemberian

layanan ini adalah PMI wajib terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia

Bermasalah. Artinya PMI Ilegal tidak dapat menerima layanan tersebut.

b). Skema Pembiayaan PMI Yang Belum Maksimal

Meskipun pemerintah melalui BP2MI telah menetapkan batas

pembiayaan penempatan PMI dan mengupayakan bantuan pihak ketiga

melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR)
49
, namun masih banyak

penyalahgunaan wewenang yang terjadi terhadap penempatan PMI.

Sejak awal pembentukannya tahun 2019-2020, BP2MI telah

menetapkan banyak peraturan dan kebijakan mengenai penempatan

PMI termasuk perihal biaya penempatan di beberapa negara tujuan.

BP2MI pernah digugat ke PTUN karena membebankan biaya

penempatan kepada pekerja migran Indonesia PMI yang berpotensi pada

penjeratan utang. Padahal UU PMI jelas membebaskan biaya

penempatan pekerja migran di negara tujuan.

Beberapa keputusan BP2MI yang mengatur biaya penempatan

pada kenyataannya tetap membebankan sebagian besar biaya tersebut

pada PMI, bukan pemberi kerja. Sebagai contoh, Keputusan Kepala

BP2MI Nomor 328 Tahun 2022 menentukan besaran maksimal biaya

penempatan yang harus ditanggung PMI yang akan bekerja di Taiwan

adalah sekitar 17 juta untuk PMI yang berasal dari Pulau Jawa, dan

sekitar 18 juta untuk PMI yang berasal dari luar Pulau Jawa. Pelibatan

koperasi dan lembaga non bank untuk memberi pinjaman bagi PMI juga

tidak menyelesaikan persoalan, namun justru dapat menambah beban

49 Ranti Roezalia Sekti & Evi Kongres, Op.Cit., p.85.
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pinjaman dan bunga yang cukup besar bagi PMI. Hal ini harus menjadi

bahan evaluasi kebijakan biaya penempatan PMI kedepannya.

30



BAB III

KAJIAN TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Jika berbicara perihal pelindungan PMI oleh pemerintah daerah,

hal pertama yang harus dilihat adalah sejauh mana kewenangan yang

dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam hal

memberikan pelindungan kepada PMI berdasarkan Undang-Undang

tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana

terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda) memberi

kejelasan mengenai pembagian kewenangan pada urusan pemerintahan

konkuren yang dapat dialaksanakan oleh daerah.

Pelindungan pekerja migran termasuk dalam urusan konkuren

wajib di bidang tenaga kerja dimana urusan ini merupakan urusan

wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

(Pasal 12). UU Pemda pun tidak mengenal istilah PMI atau Pekerja

Migran, melainkan masih menggunakan terminologi Tenaga Kerja

Indonesia. Dalam lampiran UU Pemda khususnya di bidang

ketenagakerjaan, Kewenangan Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI)

di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan

daerah memiliki kewenangan perlindungan TKI di luar negeri pada saat

pra dan purna penempatan di Daerahnya masing-masing. Dengan

demikian kewenangan pelindungan PMI di wilayah Kabupaten/Kota

adalah pelindungan pada saat pra/ sebelum bekerja dan pasca/ setelah

bekerja.

Selain masuk urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,

disisi lain urusan PMI masuk dalam bidang sosial. Khsususnya

berkaitan dengan penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan, yang mana didalamnya termasuk para PMI Bermasalah atau

PMI yang menjadi korban kekerasan. Urusan ini merupakan urusan
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wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dimana pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk

mengurus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan

dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke

Desa/kelurahan asal. Pada area inilah pemerintah dapat memberikan

pelindungan hukum, rehabilitasi dan segala hal yang dibutuhkan bagi

PMI yang telah dipulangkan dari negara asing terlebih bagi PMI yang

terjerat kasus hukum di negara tersebut.

B. Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Semangat lahirnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang), menyatakan bahwa setiap warga negara

berhak memilih, mendapatkan dan berpindah dengan memperoleh

penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah

membebaskan warganya untuk bekerja dimana saja dengan

memperhatikan jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,

keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan

harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja bertugas untuk melakukan

perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja. Selain itu,

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja hanya memberikan perlindungan

sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Pemberi Kerja juga

dapat langsung melakukan rekrutmen tanpa bantuan Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja. Pemberi Kerja wajib memberikan

perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan

kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja harus bersifat terpadu, yaitu

memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:
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1. Pencari kerja;

2. Lowongan pekerjaan;

3. Informasi pasar kerja;

4. Mekanisme antar kerja; dan

5. Kelembagaan penempatan tenaga kerja.

Ada dua bentuk Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, yaitu instansi

pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan

lembaga swasta yang berbadan hukum. Lembaga swasta ini harus

memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dilarang memungut biaya

penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau

keseluruhan kepada tenaga kerja maupun pengguna tenaga kerja.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja hanya boleh memungut biaya dari

penempatan kerja dari tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja pada

golongan dan jabatan tertentu saja.

C. Evaluasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Regulasi tentang penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) atau human trafficking ini mengatur bahwa siapapun yang

terlibat dalam perdagangan manusia dapat dijatuhi pidana denda dan

penjara. Disebutkan bahwa orang yang melakukan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan

penerimaan yang disertai dengan ancaman dengan tujuan untuk

mengeksploitasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Kegiatan

ini termasuk memasukkan orang ke dalam dan mengirim ke luar negeri.

Pasal ini juga berlaku bagi korban dewasa maupun anak-anak. Apabila

pelaku merupakan penyelenggara negara, dapat dikenakan sanksi lebih

sepertiga (⅓) lebih berat dari hukuman dasarnya. Apabila korban

merupakan anak dibawah umur, maka dapat dikenakan sanksi

sepertiga (⅓) lebih berat dari hukuman dasar. Bukan hanya pelaku

utama yang dapat dihukum, orang yang menggerakan, orang yang
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menyuruh, dan orang yang membantu dapat juga dikenakan sanksi

pidana.

Bilamana kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang

teroganisir, masing-masing pelaku dapat di jatuhi hukuman sepertiga (⅓)

lebih berat dari hukuman dasar. Sedangkan apabila kejahatan ini

dilakukan oleh korporasi, hukuman yang dijatuhkan kepada

pengurusnya dapat dikenakan tiga (3) kali lebih berat dari hukuman

dasar. Selain hukuman pidana dan dengan, korporasi juga dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan izin usaha;

2. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

3. Pencabutan status badan hukum;

4. Pemecatan pengurus; dan/atau

5. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan

korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Bila pelaku memalsukan dokumen negara atau

dokumen-dokumen lain yang berguna untuk mempermudah tindak

pidana perdagangan manusia dapat di pidana. Memberikan kesaksian

palsu, memberikan bukti palsu dan mempengaruhi secara melawan

hukum kepada korban perdagangan manusia juga dapat di pidana.

D. Evaluasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012

The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant

Workers and Members of their Families adalah konvensi hak asasi

internasional yang secara khusus berfokus pada hak-hak pekerja

migran dan keluarganya. Konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum

PBB pada tanggal 18 Desember 1990, dan mulai berlaku pada tanggal 1

Juli 2003. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa

pekerja migran, yang sering menghadapi kerentanan dan tantangan

unik karena status mereka sebagai imigran, dapat dilindungi dan dapat

menikmati hak asasi manusia yang sama seperti orang lain. Konvensi
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tersebut mengakui kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan

ekonomi dan sosial baik di negara tuan rumah maupun di negara asal

mereka.

Menurut konvensi ini, setiap pekerja migran dan anggota

keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk

dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari

penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan

berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi,

hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang

sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk

mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait

kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak

mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi

anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak

atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak

berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk

transfer pendapatan.

Negara-Negara Pihak dalam Konvensi ini, termasuk didalamnya

Indonesia harus berupaya untuk menghormati kebebasan para orang

tua, yang setidaknya salah satu di antaranya adalah pekerja migran,

dan apabila dimungkinkan, wali yang sah, untuk memastikan bahwa

pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan

keyakinan mereka sendiri.

Selain itu, setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar

atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan

warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada

lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak

boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang

berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya,

atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal

anak tersebut di Negara tujuan kerja. Negara tujuan bekerja dapat
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menyediakan skema khusus pendidikan dalam bahasa ibu anak-anak

pekerja migran, jika perlu melalui kerja sama dengan Negara asal.

E. Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pada undang - undang tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia ini, segala sesuatu yang mengatur tentang perlindungan

pekerja migran telah tertuang. Undang - undang ini juga sebagai dasar

hukum atas segala sesuatu tentang perlindungan pekerja migran.

Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi

setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai

dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Selain

itu, negara juga harus melindungi pekerja migran Indonesia dari

perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia,

serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Pada undang - undang ini juga diatur hak dan kewajiban pekerja

migran , antara lain hak - haknya sebagai berikut:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih perkerjaan

sesuai dengan kompetensinya;

2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan

dan pelatihan kerja;

3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;

4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta

perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama

berkerja, dan setelah bekerja;

5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agaman dan keyakinan yang

dianut;
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6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di

negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara

dan/atau Perjanjian Kerja;

7. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang

dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan di Indonesia dan di negara tujuang

penempatan;

8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana

tertuang di dalam Perjanjian Kerja;

9. Memperoleh akses berkomunikasi;

10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di

negara tujuan penempatan;

12. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan

kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau

13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran

Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Adapun kewajiban Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Menaati peraturan perundangan - undangan, baik di dalam negeri

maupun di negara tujuan penempatan;

2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara

tujuan penempatan;

3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian

Kerja; dan

4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja

Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri

wajib memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

2. Memiliki kompetensi;
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3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan

5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pemerintah wajib memberikan informasi kepada Pekerja Migran

Indonesia tentang tujuan penempatan dan pekerjaan di negara tujuan

dengan verifikasi dahulu. Verifikasi dilakukan oleh atase ketenagakerjaan

dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk untuk meninjau Mitra

usaha dan calon pemberi kerja. Setelah verifikasi dilakukan, infomasi

tersebut akan di distribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi untuk

disosialisasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah juga menjamin Pekerja Migran Indonesia ketika

bekerja di luar negeri, antara lain:

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau

pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;

2. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan,

dan kondisi kerja;

3. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;

4. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;

5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;

6. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan

hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat

dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai

dengan hukum negara setempat;

7. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan

8. Fasilitasi repartriasi.

Selain ketika bekerja, Pemerintah juga melindungi warganya

ketika selesai bekerja di luar negeri, pelindungan itu meliputi:

1. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;

2. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum

terpenuhi;
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3. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan

meninggal dunia;

4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan

5. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Tidak semua negara dapat menjadi tujuan Pekerja Migran

Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah melakukan evaluasi mana saja

negara yang bisa di jadikan tujuan. Syarat-syarat negara yang dapat

menjadi tujuan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi

tenaga kerja asing;

2. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara

tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia;

dan/atau

3. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang

melindungi pekerja asing.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan

tanggung jawab yang berbeda atas Pekerja Migran Indonesia. Namun

harus bekerja sama demi terjalinnya jaminan pelindungan atas Pekerja

Migran Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat

yaitu:

1. Menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

2. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

3. Menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

4. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu

dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;
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5. Melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam

menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja

Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;

6. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal

terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi,

dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;

7. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara

tujuan penempatan;

8. Menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia dan keluarganya;

9. Menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran

Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di

luar negeri;

10. Membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi

penempatan Pekerja Migran Indonesia;

11. Menerbitkan dan mencabut SIP3MI;

12. Menerbitkan dan mencabut SIP2MI;

13. Melakukan koordinasi anatarinstansi terkait mengenai

kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

14. Mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang

ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul

Menteri; dan

15. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja

Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya

berasal dari fungsi pendidikan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga

pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah

dan/atau swasta yang terakreditasi;
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2. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal

terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi,

dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan

kewenangannya;

3. Menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia;

4. Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada

Menteri;

5. Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum

bekerja dan setelah bekerja;

6. Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat

pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia

yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;

7. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran

Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal

dari fungsi pendidikan;

8. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

9. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Menyosialisasikan informasi dan perintaan Pekerja Migran

Indonesia kepada masyarakat;

2. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;

3. Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah

Daerah Provinsi;

4. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal

terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi,
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dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dengan

kewenangannya;

5. Memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum

bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang

menjadi tugas dan kewenangannya;

6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon

Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan

lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik

pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga

pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;

8. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran

Indonesia dan keluarganya;

9. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran

Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal

dari fungsi pedidikan;

10. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

11. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan

dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat

kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa yaitu:

1. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan

dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan;

2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran

Indonesia;

3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi

kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;

4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja

Migran Indonesia; dan
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5. Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran

Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Di dalam undang - undang ini juga diatur bahwa perseorangan

dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Apabila terjadi, maka

termasuk human trafficking. Kelengkapan dokumen juga harus terpenuhi

apabila Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan, bila tidak pejabat

berwenangpun dilarang untuk meberikan izin keberangkatan. Begitupun

sebaliknya, apabila dokumen - dokumen sudah lengkap dan benar,

pejabat berwenang dilarang untuk menghalang-halangi keberangkatan

Pekerja Migran Indonesia.

Larangan lain yang dilarang dalam undang-undang ini dan apabila

dilanggar akan dikenakan sanksi, antara lain:

1. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang

tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan

ditandatangani Pekerja Migran Indonesia;

2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang

tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan

kemampuan;

3. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak

lain;

4. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak

lain;

5. Membebankan komponen biaya penempatan yang telah

ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran

Indonesia;

6. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara

tertentu yang dinyatakan tertutup;

7. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau

8. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan

penempatan yang tidak mempunyai peraturan

perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak
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memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan

penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau

asuransi yang melindungi pekerja asing.

F. Evaluasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Setiap warga negara, dijamin oleh pemerintah atas hak asasinya.

Tak terkecuali tentang tugas pemerintah untuk melindungi setiap warga

negaranya dimanapun berada. Pada UU No. 39 Tahun 1999 ini dijelaskan

bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya. Yang artinya, setiap warga negara

diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran

Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. UU

HAM menjadi konsideran penting regulasi pelindungan HAM karena

segala prinsip non diskriminasi terhadap para pekerja dapat diterapkan

didalamnya.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap warga negara

berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan

kemampuannya. Oleh karenanya pemerintah harus memfasilitasi pekerja

dan pekerja migran untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mengenai

perjanjian kerja serta kondisi sosial-politik dan hukum di negara tujuan,

sesuai kewenangannya. Menurut UU HAM, setiap warga negara juga

berhak memilih pekerjaan yang disukainya selama masih sesuai

peraturan tentang ketenagakerjaan. Tidak peduli laki-laki ataupun

perempuan, semua memiliki hak yang sama atas upah sesuai dengan

prestasinya masing-masing dan syarat-syarat perjanjian kerja.

G. Evaluasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

Pekerja Migran Indonesia sangat rentan atas kejahatan. Bukan

hanya kejahatan kriminal yang berakibat kerusakan fisik, kadang juga

kejahatan seksual. Sering kali Pekerja Migran Indonesia, terutama wanita

yang mendapati anak diluar nikah. Oleh karenanya Undang-Undang

44



Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan dasar

yuridis bagaimana pengakuan terhadap anak-anak para PMI yang sering

menjadi korban perundungan bahkan berujung statelessnes (kondisi

orang tanpa kewarganegaraan).

Menurut undang-undang ini, Indonesia menganut asas

kewarganegaraan yaitu "jus sanguinis" dan "jus soli". Jus Sanguinis

artinya "hak darah". Menurut asas ini, kewarganegaraan Indonesia

ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua atau salah satu orang tua.

Jadi, jika seseorang memiliki orang tua yang merupakan warga negara

Indonesia, maka mereka juga akan dianggap sebagai warga negara

Indonesia, terlepas dari tempat kelahiran mereka. Sedangkan asas Jus

Soli artinya "hak tanah". Asas ini menentukan kewarganegaraan

berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Menurut konstitusi Indonesia,

anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki

kewarganegaraan yang sah, atau orang tua yang tidak diketahui

kewarganegaraannya, dianggap sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga, anak diluar nikah dari seorang ibu warga-negara

Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah tetapi dalam

perceraian dimana hak asuh diberikan ke ibunya sedangkan ayahnya

warga negara asing boleh mengajukan ke Kementerian Kehakiman untuk

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimana tidak

mempunyai kewarganegaraan atau meninggalkan kewarganegaraan lain.

H. Evaluasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Pemalsuan dokumen negara dan dokumen-dokumen lain sering

kali dilakukan agar mempermudah menadapatkan izin bekerja dan izin

tinggal di luar negeri. Pelanggaran ini dilakukan karena Pekerja Migran

Indonesia yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria yang cukup untuk

bekerja di luar negeri. Calo-calo sering kali menawarkan visa instan yang

sebenernya palsu. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, siapa saja yang sengaja memberikan surat atau data palsu
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atau dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud

mendapatkan visa atau izin tinggal untuk dirinya sendiri atau orang lain

dapat dikenai hukuman pidana. Dengan demikian apabila ada seseorang

atau korporasi yang memalsukan dokumen dirinya atau CPMI dan

melakukan penempatan tanpa dokumen lengkap maka sanksi pidana

yang akan dikenai juga mengacu pada UU Keimigrasian ini.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh Calon

Pekerja Migran Indonesia ada pemalsuan dokumen data pribadi.

Pelanggaran ini dilakukan agar anak dibawah umur mendapatkan izin

untuk bekerja di luar negeri. Dengan berdalih kebutuhan ekonomi,

mereka memaksakan anak dibawah umur untuk dapat di izinkan.

Kegiatan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada campur tangan oknum

perizinan untuk memuluskan izinnya. Padahal kelengkapan dan

keabsahan dokumen penempatan jadi salah satu syarat penting bagi

Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap Penyedia Pekerja

Migran Indonesia. Lembaga ini, milik pemerintah maupun swasta sering

terjadi misscomunication dengan Calon Pekerja Migran Indonesia

dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang menyebabkan perbedaan jadwal

keberangkatan. Hal ini menimbulkan kegagalan pekerjaan di negara

tujuan yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia gagal dalam

memenuhi kontrak kerja. Kegagalan kontrak kerja ini menyebabkan tidak

turunnya upah yang seharusnya dibayarkan karena Pekerja Migran

Indonesia datang tidak pada waktu sesuai kontrak. Buntutnya, Pekerja

Migran Indonesia yang berada di negara tujuan memilih untuk mencari

pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya serta tanggungan biaya

perjalanan. Kegiatan ini rawan akan pelanggaran khususnya human

traficking.
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I. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 (Permenaker

No. 2 Tahun 2023) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia adalah peraturan terbaru yang mengakomodir mekanisme

pelindungan PMI melalui sanksi administratif. Dalam rangka

perkembangan permasalahan di bidang tenaga kerja migran, peraturan

ini tidak hanya menyasar pada PMI, tapi juga pada Awak Kapal Niaga

Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran. Karena dewasa ini banyak

kasus para awal kapal migran yang dipekerjakan di kapal-kapal asing

mendapatkan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, gaji yang tidak

sesuai dan bahkan banyak yang tidak dapat pulang kembali ke daerah

asal hingga meninggal di tengah lautan.

Oleh karenanya peraturan menaker ini penting untuk

mengantisipasi kasus-kasus pelanggaran HAM para pekerja migran dan

awak pekerja migran dengan memberikan sanksi administratif pada

P3MI atau perusahaan yang mempekerjakan PMI secara personal.

Jenis-jenis sanksi menurut peraturan ini adalah peringatan tertulis;

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

penempatan Pekerja Migran Indonesia; pencabutan SIP3MI; dan/atau

denda keterlambatan. Meski yang memberikan sanksi tersebut adalah

pemerintah pusat, namun peran pemerintah daerah khususnya

kabupaten/kota ddisini sangatlah penting dan strategis.

Misalnya, dirjen dapat mengenakan sanksi administratif

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

penempatan PMI dalam hal P3MI tidak melakukan seleksi pada dinas

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

ketenagakerjaan kabupaten/kota atau layanan terpadu satu atap

Pekerja Migran Indonesia; tidak melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja

Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal
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9). Atas dasar inilah dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota

memilki keweanangan dalam melakukan pengawasan pada P3MI

khususnya berkaitan dengan seleksi dan penempatan, dan oleh

karenanya juga dinas daerah dapat melaporkan P3MI dan memberikan

rekomendasi sanksi sesuai peraturan ini pada Dirjen.

J. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pada dasarnya, Perda Jatim No. 2 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini secara prinsipil,

substansi materi, ruang lingkup dan arah pengaturan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia. Hanya saja sasarannya adalah seluruh PMI

yang berasal dari Jawa Timur dan PMI yang kepulangannya ke Jawa

Timur. Dalam Perda ini diatur adanya penguatan kelembagaan dalam

pelindungan PMI di Jawa Timur, yakni melalui LTSA (Layanan Terpadu

Satu Atap) untuk PMI dan Rumah Singgah PMI.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis pelindungan pekerja migran Indonesia didasarkan

pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, martabat manusia,

dan perlindungan pekerja. Pada perspektif HAM secara universal, pekerja

migran memiliki hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya. Mereka memiliki hak

untuk bebas dari eksploitasi, perlakuan yang tidak manusiawi atau

merendahkan martabat, dan hak-hak lain yang melindungi kesejahteraan dan

keamanan mereka. Konvensi internasional terkait pekerja migran, seperti

Konvensi ILO tentang Pekerja Migran No. 97, dan Konvensi tentang

Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

(Konvensi Internasional PBB tentang Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan

Anggota Keluarganya 1990), menjadi landasan filosofis dalam pengambilan

kebijakan dan pembentukan peraturan di bidang pelindungan PMI.

Kedua, berdasarkan Prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan

oleh Sila ke-5 Pancasila, pekerja migran memiliki hak yang sama dengan

pekerja lainnya dalam mendapatkan perlindungan, upah yang adil, kondisi

kerja yang layak, dan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan

perlindungan sosial. Hal ini selaras juga dengan prinsip kemanusiaan yang

terkandung dalam Sila Ke-2 Pancasila. Landasan filosofis ini menegaskan

bahwa semua individu, termasuk pekerja migran, memiliki martabat yang

harus dihormati dan dilindungi. Pelindungan pekerja migran Indonesia harus

melindungi dan menghormati martabat mereka, melawan diskriminasi, dan

mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan.

Terakhir, prinsip pelindungan PMI juga didasarkan pada prinsip

perlindungan pekerja. Mereka memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan

yang aman dan sehat, mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang wajar,

hak untuk membentuk serikat pekerja, dan perlindungan terhadap
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diskriminasi dan pelecehan. Beberapa landasan filosofis inilah yang melandasi

UU PMI dan beberapa aturan turunannya, termasuk juga berbagai regulasi di

daerah yang berkaitan langsung dengan pelindungan PMI.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Migrasi yang terjadi pada masyarakat Gresik bukanlah semata migrasi

ekonomi, melainkan juga migrasi kultural, dimana migrasi kultural ini juga

dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Sedangkan perubahan demografis

penduduk juga berpengaruh pada kultur migrasi masyarakat Gresik. Kultur

migrasi ini tidak hanya mencakup perpindahan penduduk, tapi juga

perpaduan norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berkaitan

dengan pergerakan manusia antar wilayah atau negara. Kecenderungannya,

semakin padat penduduk sebuah wilayah maka tingkat migrasinya semakin

tinggi, terlebih jika didukung dengan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Di Kabupaten Gresik, terdapat fenomena migrasi yang unik. Dimana

migrasi yang diawali karena alasan ekonomi ini kemudian menjadi migrasi

kultural. Migrasi ini terjadi pada masyarakat Bawean. Migrasi orang Bawean

merupakan fenomena yang kompleks dan telah memberikan kontribusi bagi

keberagaman budaya dan sosial di wilayah-wilayah di mana mereka menetap,

termasuk Singapura dan Malaysia. Pada beberapa penelitian tercatat bahwa

setiap satu keluarga (1 KK) terdapat minimal 1 orang angkatan kerja yang

bermigrasi ke luar daerah atau bahkan keluar negeri
50
. Meskipun orang

Bawean berpindah ke tempat lain, mereka tetap mempertahankan identitas

budaya mereka. Budaya Bawean seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi

tetap dipelihara dan dilestarikan di tempat-tempat di mana mereka bermigrasi.

Komunitas Bawean seringkali membentuk perkumpulan atau organisasi untuk

mempertahankan kebudayaan mereka dan mempererat hubungan dengan

sesama orang Bawean.

50 Wanjat Kastolani, “Ada Apa Denga Tenaga Kerja Pulau Bawean?”, e-Jurnal, Online:
<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1727/1177> 6.
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Namun sayangnya migrasi kultural ini semakin banyak menambah

panjang daftar PMI Ilegal karena ketiadaan izin resmi untuk bekerja di luar

negeri. Oleh karenanya yang perlu diantisipasi pemerintah daerah bukan

hanya pelindungan PMI legal atau prosedural yang berasal dari Kabupaten

Gresik, melainkan juga migrasi kultural yang melahirkan banyak para imigran

ilegal ke luar negeri untuk mencegah berbagai kasus diskriminasi, trafficking

dan kekerasan pada PMI.

C. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya;

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International

Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and

Members of their Families (Konvensi Internasional Mengenai

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota

Keluarganya);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
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10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran

Produktif;

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan

Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan daerah tentang pelaksanaan pelindungan PMI di Kabupaten

Gresik ini memiliki jangkauan pengaturan bagi pemerintah daerah Kabupaten

Gresik dan perusahaan penempatan PMI untuk memberikan kepastian hukum

dan pelindungan PMI yang bekerja diluar negeri. Sasaran dari perda ini adalah

para pekerja migran atau PMI yang berasal dari wilayah Gresik serta

pwngawasan juga terhadap PMI dari luar Gresik yang akan diberangkatkan

keluar negeri sebagai PMI Ilegal. Hal ini dikarenakan Gresik tidak hanya

menjadi tempat asal PMI tapi juga menjadi tempat transit bagi PMI yang akan

berangkat ke luar negeri. Orientasi perda ini berfokus pada pencegahan segala

tindakan penyalahgunaan dari perorangan, perusahaan, maupun otoritas

pemerintah daerah dalam penempatan PMI.

Mengingat kewenangan daerah Kabupaten/Kota dalam UU No. 23

Tahun 2014 adalah di fase pra penempatan PMI ke luar negeri dan setelah

kepulangan PMI dari luar negeri, maka yang menjadi fokus perda ini adalah

memfasilitasi PMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk dibekali suatu

keterampilan khusus dan pengetahuan tentang perjanjian penempatan,

perjanjian kerja, bantuan hukum dan segala aspek yang berkaitan dengan

negara tujuan PMI. Perda ini juga akan memberikan mekanisme pengawasan

untuk menjamin kesesuaian antara perjanjian kerja dengan realisasi

penempatannya. Perda ini juga menyediakan fasilitasi pemulangan PMI ke

kelurahan/desa asal PMI tersebut.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Ruang lingkup materi perda Pelindungan PMI diantaranya meliputi

tugas dan tanggung jawab; hak dan kewajiban PMI; LTSA PMI, pelaksanaan

pelindungan PMI meliputi pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi;
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pembinaan dan pengawasan; partisipasi masyarakat; kerja sama; pendanaan

dan sanksi. Selebihnya materi muatan perda ini secara rinci meliputi:

Tabel 3. Uraian Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB JUDUL BAB MATERI MUATAN

I KETENTUAN UMUM Berisi definisi-definisi dan batasan-batasan

mengenai istilah-istilah atau singkatan yang

dipergunakan dalam batang tubuh perda.

Selain itu dalam BAB I ini akan diatur pula

mengenai maksud dan tujuan perda ini

dibuat, yakni sebagai pelaksanaan

pelindungan PMI di tingkat Kabupaten/Kota.

Sedangkan tujuan perda ini adalah menjamin

pemenuhan dan penegakan hak HAM PMI;

meningkatkan SDM dan sarana-prasarana

pelindungan PMI, memperkuat kelembagaan

dengan LTSA dan pelaksanaan OPP (Orientasi

Pra Pemberangkatan); serta menjamin

pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

II RUANG LINGKUP Adapun ruang lingkup dalam BAB II ini

meliputi tugas dan tanggung jawab; hak dan

kewajiban Pekerja Migran Indonesia; Layanan

Terpadu Satu Atap Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran

Indonesia; pelindungan hukum, sosial, dan

ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia;

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;

sistem informasi; penyelesaian sengketa;

pembinaan dan pengawasan; partisipasi
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masyarakat; kerja sama; pendanaan dan

sanksi administratif.

III TUGAS DAN

TANGGUNG JAWAB

Dalam BAB III ini, ditegaskan bahwa

Pelindungan Pekerja Migran menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah; P3MI;

dan Pemerintah Desa/Kelurahan, yang

masing-masing tugasnya secara rinci diatur

dalam BAB III ini.

IV HAK DAN

KEWAJIBAN PMI

Bab ini meliputi hak-hak pekerja migran;

hak-hak keluarga pekerja migran dan

kewajiban dari pekerja migran dan

keluarganya. Hak utama PMI adalah

mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan

memilih pekerjaan sesuai dengan

kompetensinya; memperoleh akses

peningkatan kapasitas diri melalui

pendidikan dan pelatihan kerja; memperoleh

pelayanan yang profesional dan manusiawi

serta perlakuan tanpa diskriminasi;

kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan keyakinan yang dianut;

dan memperoleh upah sesuai dengan standar

upah yang berlaku di negara tujuan

penempatan atau sesuai kontrak kerja. Selain

itu PMI juga berhak memperoleh pelindungan

dan bantuan hukum jika terlibat kasus

hukum di negara tujuan.

Kewajiban PMI antara lain adalah menaati

peraturan perundang-undangan di dalam

negeri dan di negara tujuan; menaati dan

55



melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan

perjanjian kerja; dan melaporkan kedatangan,

keberadaan, dan kepulangannya ke

Perwakilan Republik Indonesia di negara

tujuan penempatan.

V PELAKSANAAN

PELINDUNGAN PMI

Pelaksanaan pelindungan PMI sesuai

kewenangan kabupaten/kota adalah

pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah

bekerja. Pelindungan sebelum bekerja

meliputi pelindungan administratif dan

teknis. Pelindungan administratif contohnya

seperti pemeriksaan kelengkapan dan

keabsahan dokumen penempatan; dan

penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan teknis meliputi pemberian

sosialisasi dan diseminasi informasi;

peningkatan kualitas CPMI melalui

pendidikan dan pelatihan kerja; jaminan

sosial ketenagakerjaan dan pelaksanaan OPP.

Sedangkan pelindungan setelah bekerja

meliputi fasilitasi kepulangan sampai daerah

asal; penyelesaian hak Pekerja Migran

Indonesia yang belum terpenuhi; fasilitasi

pengurusan PMI yang sakit dan meninggal

dunia; rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan

keluarganya; dan penyelesaian kasus hukum

yang mungkin masih membelit PMI.
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VI LTSA PEKERJA

MIGRAN

Dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia, Pemerintah Daerah membentuk

LTSA PMI yang tugasnya adalah memfasilitasi

sistem layanan penempatan dan Pelindungan

PMI berbasis teknologi informasi dan layanan

lainnya yang berkaitan dengan PMI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia

diatur dengan Peraturan Bupati.

VII PELINDUNGAN

HUKUM, SOSIAL,

DAN EKONOMI

BAGI PEKERJA

MIGRAN INDONESIA

Pelindungan hukum PMI meliputi desiminasi

informasi kepada CPMI dan masyarakat

mengenai daftar negara tujuan penempatan

yang memenuhi ketentuan:

a. mempunyai peraturan perundang-

undangan yang melindungi tenaga kerja

asing;

b. telah memiliki perjanjian tertulis antara

pemerintah negara tujuan penempatan

dan Pemerintah Republik Indonesia;

dan/atau

c. memiliki sistem Jaminan Sosial

dan/atau asuransi yang melindungi

pekerja asing.

Pelindungan Sosial meliputi standarisasi

kompetensi kerja; menyediakan tenaga

pendidik dan pelatihan kerja yang

berkompeten; kebijakan pelindungan kepada

perempuan dan anak Pekerja Migran

Indonesia dan/atau keluarga Pekerja Migran

Indonesia; penyediaan pusat Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan

penempatan; dan penyediaan jaminan

dan/atau bantuan pendidikan terhadap anak

Pekerja Migran Indonesia di Daerah.

Pelindungan Ekonomi meliputi pengelolaan

remitansi dengan melibatkan lembaga

perbankan atau lembaga keuangan nonbank

dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
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edukasi keuangan agar Pekerja Migran

Indonesia dan keluarganya dapat mengelola

hasil remitansinya; edukasi kewirausahaan;

dan penyediaan pusat pendidikan dan

pelatihan bagi Keluarga PMI.

VIII PEKERJA MIGRAN

INDONESIA

PERSEORANGAN

Bab ini secara khusus membahas PMI

perseorangan untuk mencegah adanya kasus

trafficking dengan melakukan pendataan dan

pendaftaran PMI perseorangan sesuai

prosedur yang akan diatur dalam perda ini.

IX SISTEM INFORMASI Pemerintah Daerah dapat membangun sistem

informasi berbasis elektronik untuk

pelaksanaan diseminasi informasi kepada

masyarakat terkait dengan penyelenggaraan

penempatan PMI. Sistem Informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban Pekerja Migran

Indonesia dan anggota Keluarganya;

b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi

Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan

kondisi kerja;

c. program, cara mengakses, dan

mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;

d. prosedur migrasi yang resmi meliputi

syarat, tata cara, dan tahapan migrasi

aman;

e. biaya penempatan sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia

terhadap perdagangan orang, sindikat

narkotika, bahaya radikalisasi, dan

gangguan kesehatan termasuk kesehatan

reproduksi perempuan serta kesehatan

jiwa;
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g. hukum dan budaya di negara tujuan

penempatan;

h. perjanjian penempatan dan perjanjian

kerja;

i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang

terbaru;

j. daftar negara yang menjadi tujuan

penempatan dan negara yang dilarang;

k. mekanisme pengaduan dan pelaporan

baik di dalam negeri dan di luar negeri;

l. prosedur di LTSA Pekerja Migran

Indonesia;

m. standar gaji;

n. data Pekerja Migran Indonesia dan

Pekerja Migran Indonesia purna beserta

keluarganya; dan

o. data Pekerja Migran Indonesia yang

berangkat melalui pelaksana

penempatan, Pekerja Migran Indonesia

Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia

Bermasalah

X PENYELESAIAN

SENGKETA

Bab ini berisi mekanisme penyelesaian

sengketa antara PMI dan P3MI. Mulai dari

musyawarah mufakat, mediasi oleh Dinas

Ketenagakerjaan, dan pengajuan tuntutan

dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

XI PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan

terhadap LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu pemerintah daerah juga mengawasi

pelaksanaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dapat

mengikutsertakan masyarakat utuk
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melakukan pengawasan khususnya di

lingkungan desa/ kelurahan.

XII PARTISIPASI

MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam perda ini dapat

berupa pemberian informasi dan

pendampingan pada PMI dan Keluarganya;

pemberian pendidikan dan pelatihan bagi

Calon Pekerja Migran Indonesia; pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan terhadap PMI dan

Keluarganya; dan pelaksanaan pemantauan

dalam penyelenggaraan penempatan dan

Pelindungan PMI.

XIII KERJASAMA Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja

sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah

lain, dunia usaha, dunia industri,

masyarakat, dan/atau Instansi lain dalam

rangka Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia, baik sebelum maupun selesai

bekerja dalam bentuk pelindungan hukum,

pelindungan sosial dan ekonomi.

XIV PENDANAAN Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan

pendanaan pelindungan Pekerja Migran

Indonesia yang bersumber dari APBD dan

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

XV LARANGAN Larangan pertama adalah untuk P3MI untuk

tidak merekrut anak dibawah umur sebagai

PMI; menempatkan CPMI tidak sesuai dengan

jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum

dalam perjanjian kerja; memungut biaya

penempatan yang tidak berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang- undangan

atau melakukan overcharging; dan larangan

orang perseorangan untuk merekrut dan

menempatkan CPMI ke luar negeri.
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Sanksi terhadap perbuatan yang melanggar

larangan ini jika ada unsur perdagangan

manusia; mempekerjakan anak; dan

penempatan tanpa dokumen sah, serta

pemalsuan dokumen PMI dapat dikenai

sanksi pidana sesuai peraturan

perundang-undangan. Selain itu P3MI dapat

juga dikenai sanksi berupa peringatan

tertulis; rekomendasi penghentian sementara

sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau

rekomendasi pencabutan izin.

XVI KETENTUAN

PENUTUP

Berisi perintah pengundangan di lembaran

daerah untuk memberlakukan perda ini.

Penjelasan

Berisi uraian istilah atau kata dalam batang

tubuh yang perlu dijabarkan lebih lanjut
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembagian kewenangan urusan konkuren pemerintah

pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan dan pelindungan sosial,

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pelindungan PMI ini merupakan

peraturan pelaksana pelindungan PMI yang berasal di Kabupaten Gresik pada

saat sebelum dan sesudah bekerja berupa pelindungan hukum, pelindungan

sosial dan pelindungan ekonomi. Pelindungan ini dimaksudkan mencegah

adanya praktik penyalahgunaan penempatan PMI oleh P3MI dan mencegah

adanya praktik overcharging dan human trafficking yang banyak dialami oleh

PMI khususnya PMI perseorangan dan PMI non-prosedural.

Urgensi disusunnya regulasi daerah di bidang pelindungan PMI ini

adalah untuk mengakomodir segala mekanisme pelindungan baik sebelum

dan sesudah PMI bekerja agar dapat kembali hidup nyaman bersama

keluarganya. Selain itu, Peningkatkan pelindungan terhadap Pekerja Migran

Indonesia yang juga meliputi pelindungan terhadap keluarganya serta

pelindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak PMI

adalah wujud nyata pelindungan segenap bangsa dan peningkatan

kesejahteraan umum masyarakat di Daerah.

B. Saran

Rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja

migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Gresik ini harus segera dilakukan uji

publik khususnya yang menyasar wilayah yang memiliki PMI terbanyak

sepertti Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujugpangkah, dan pembahasan

lanjutan dengan perangkat daerah yang membidanginya agar dapat

menciptakan rancangan peraturan yang implementatif dan responsif.

Setelah peraturan disahkan, DPRD perlu melakukan pengawasan

khususnya terkait penyusunan peraturan turunan / peraturan pelaksana

Perda ini agar operasionalisasi program pelindungan PMI di Kabupaten Gresik
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berjalan dengan optimal. Selain itu DPRD juga melakukan mekanisme PLS

(Post Legislative Scrutiny) atau evaluasi dan pemantauan keberlakuan Perda

minimal 3 (tahun) setelah Perda Pelaksanaan Pelindungan PMI ini berlaku.
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